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”Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan  ( kepada Allah ) dengan sabar dan 
sholat sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar “ 
 
( Q.S Al-Baqarah 153 ) 
 
 
Laa khaula wa laa quwwata illa billahil’aliyyul adzim 
“ Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya” 
 
( Q. S Al-Baqarah 286 ) 
 
 
“Jika tidak dapat apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang telah kamu dapatkan” 
 
“Sabar dengan orang lain adalah cinta, sabar dengan diri sendiri adalah harapan, sabar 
dengan Allah adalah iman “ 
 
 
“ Kesuksesan tidak selalu di raih oleh orang lain yang lebih cepat atau pintar, tetapi lambat 
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ABSTRACT 
SITI YULIANA. D. 1107523. THE ROLE OF RELIGION DEPARTMENT 
WITHIN HAJJ EXERTION IN MADIUN REGENCY ( The Qualitative 
Descriptive  study of The Role of Religion Department within Hajj Exertion 
in Madiun Regency for Hajj Season 2007/2008). Essay. Department of 
Administration Science.The Faculty of Social and Politic Science. Sebelas 
Maret University. 2009. 121 Pages 
 
This study was conducted to know the description about The Role of Religion 
Department within Hajj Exertion in Madiun Regency for hajj season 2007/2008 
ME especially related to the socialization of hajj service information for Moslem 
societies that want to fulfill hajj pilgrimage including hajj. Registration, The Cost 
of Hajj Exertion, Medical Service, and Guidance of manasik hajj for Hajj 
community candidates in Indonesia. 
This research is the descriptive research by using qualitative method. The data 
were collected by interview, observation, and documentation techniques, while 
the cource of data were carned got from primary and secondary data. In this 
research, the validity of data using source triangulation source, while the 
technique of the data analysis was done by using interactive analysis model.  
From the analysis of data, the reseafcher finds the following result, those are 1) 
Generally, Hajj Service Exertion in Religion Department of Madiun Regency had 
done well. It can be seen from from the socialization the activities of hajj 
information socialization which was done well both formally and informally, but 
there was something that must be done by Religion Department namely, making 
the relationship with local media in Madiun Regency such as Radio and Radar 
Madiun news paper. An extra cost of medical check up was the need of every Hajj 
candidates and there were differentiation of each hajj candidates for the payment. 
In Hajj Registration Implementation, hajj community have to go Kantor Urusan 
Haji ( Hajj Affair Office) for many times to finish their affairs. In hajj guidance, 
hajj community candidates had a chance to follow guidance that were done by the 
government or KBIH. 2) In Hajj Manasik Guidance, the goverment had were 
conducted it buy giving the materials about hajj manasik and hold hajj manasik 
tranings or practises. Those materials had been delivered were also based on the 
hajj hand books such as the materials about praying and hajj dzikir, hajj medical 
security, procedure of hajj and umroh implementation, and information about hajj 




Those materials were delivered by the tutors who had competency in their job, 
such as medical material was delivered by the doctor, The material about the 
procedure of hajj implementation was delivered by ustadz, and material about 
government policy is delivered by government offices. Besides, those tutors had 
fulfilled the hajj activity and they had followed trainings and material 
consolidation for tutors and trainers that had been held by the Religion 
Department District Office of East Java Province, 4) hajj manasik trainings/ 
practices in Madiun Regency had been done in Madiun Hajj Dormitory. Those 
guidance implementations using facilities and equipments such as sound system, 





SITI YULIANA. D 1107523. PERANAN DEPARTEMEN AGAMA DALAM 
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN MADIUN (Studi 
Deskriptif Kualitatif tentang Peranan Departemen Agama dalam 
Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Madiun untuk musim Haji 
Tahun 2007/2008). Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2009. 121 Halaman.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Peranan Departemen 
Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Madiun untuk musim 
Haji Tahun 2007/2008 M. Khususnya mengenai sosialisasi informasi pelayanan 
ibadah haji kepada masyarakat muslim khususnya bagi yang berminat 
menunaikan ibadah haji yaitu yang meliputi Pendaftaran Ibadah Haji, Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Pelayanan Kesehatan, dan Pembimbingan 
Manasik Ibadah Haji kepada para calon jama’ah haji di tanah air. 
Jenis penelitian ini adalah dekriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan 
sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Validitas data dalam 
penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber (data), sedangkan teknik analisis 
data dilakukan melalui model analisis interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, 1) Secara keseluruhan, 
penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Departemen Agama kabupaten Madiun 
telah terlaksana relative baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi 
informasi ibadah haji yang telah dilaksanakan baik secara formal maupun 
informal, namun ada hal yang perlu dilakukan oleh Departemen Agama yaitu 
menjalin kerja sama dengan media lokal di Kabupaten Madiun seperti Radio dan 
Radar Madiun. Adanya biaya tambahan dalam pemeriksaan kesehatan merupakan 
kebutuhan dari masing-masing jama’ah calon haji dan antara jama’ah yang satu 
dengan yang lain berbeda. Dalam pelaksanaan pendaftaran ibadah haji, jama’ah 
haji harus beberapa kali datang ke Kantor Urusan Haji untuk menyelesaikan 
urusan tersebut. Dalam hal pembimbingan ibadah haji, jama’ah calon haji 
memiliki kesempatan untuk mengikuti pembimbingan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah maupun yang mengikuti KBIH, 2) Dalam pembimbingan manasik 
haji, pemerintah telah melaksanakanya melalui pemberian materi mengenai 
manasik haji serta melaksanakan latihan/praktek manasik haji. Materi-materi 




tentang do’a dan dzikir ibadah haji, pengamanan kesehatan haji, tata cara 
pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta informasi tentang perjalanan ibadah haji. 
Materi-materi tersebut disampaikan secara beregu untuk mempermudah para 
tutor, 3) Materi tersebut telah disampaikan oleh tutor yang memiliki kemampuan 
dibidangnya, seperti materi kesehatan disampaikan oleh dokter, materi tentang 
tata cara pelaksanaan haji disampaikan oleh ulama, serta materi tentang kebijakan 
pemerintah disampaikan oleh petugas pemerintah. Selain itu, petugas/tutor 
tersebut telah menunaikan ibadah haji dan mengikuti pelatihan dan pemantapan 
materi bagi tutor dan pelatih yang diselenggarakan oleh Kanwil Departemen 
Agama Privinsi Jawa timur, 4) Latihan/praktek manasik haji di Kabupaten 
Madiun telah dilaksanakan di Asrama Haji Kota Madiun. Dalam pelaksanaan 
pembimbingan tersebut digunakan sarana/peralatan seperti sound system, audio 
visual, buku-buku panduan ibadah haji, serta alat peraga yang digunakan dalam 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama 
dan kepercayaan masing-masing merupakan hak asasi bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan ibadah. 
Hal tersebut telah di atur dalam undng-undang 1945 pada pasal 29 ayat 2 yaitu 
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu”. 
Keberadaan hukum tersebut dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan ibadah 
tiap-tiap individu agat tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. 




Setiap agama memiliki ritual peribadahan yang berbeda dan tempat-tempat 
yang dianggap suci yang memiliki nilai tersendiri bagi penganutnya. Ritual 
peribadahan tersebut dilaksanakan pada waktu, tempat, dan tata cara yang tertentu 
sesuai dengan ketentuan agama yang dianut. Mereka mengunjungi tempat 
peribadahan tersebut dan melaksanakan ritual peribadahan disana. Tata cara 
peribadahan tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga semua pemeluknya 
dapat melaksanakannya untuk mencapai derajat tertentu sesuai agama masing-
masing 
Dalam agama Islam, seluruh umat Islam memiliki kawajiban untuk 
melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tersebut merupakan rukun islam yang 
kelima yang dilaksanakan di Mekah pada bulan Zulhijah dan diwajibkan bagi 
umat Islam yang memenuhi persyaratan baik material, fisik, maupun mental. 
Ibadah tersebut hanya diwajibkan satu kali seumur hidup bagi seluruh umat Islam 
sehingga membutuhkan persipan-persiapan dan keseriusan pelaksanaanya. 
Selain itu, ibadah tersebut membutuhkan tata cara tersendiri dalam 
pelaksanaannya. Hal ini merupakan tugas dari Departemen Agama Kabupaten 
Madiun untuk memberikan suatu bentuk penyelenggaraan ibadah haji serta 
informasi-informasi yang berhubungan dengan pelaksanan ibadah tersebut. 
Dalam kegiatan manasik haji (pelaksanaan ibadah haji) tersebut memuat 
doa-doa, tata cara pelaksanaan ibadah haji, serta informasi-informasi seputar 
pelaksanaan ibadah tersebut. Sebagian besar jama’ah calon haji Kabupaten 
Madiun belum mengetahui secara benar tentang ibadah haji sehingga masih 
membutuhkan pembimbingan ibadah haji agar dapat melaksanakan secara benar 




pelaksanaannya nanti, para calon jama’ah haji telah mengetahui, memahami 
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, tata cara peribadatan yang harus 
diikuti, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. 
Rincian peribadatan diberikan oleh Departemen Agama Kabupaten Madiun 
ketika jama’ah haji mengikuti kegiatan manasik haji termasuk praktek atau latihan 
ibadah haji sehingga jama’ah haji dapat memahami pelaksanaan ibadah tersebut 
secara benar. Dalam pembimbingan tersebut, jama’ah haji harus benar-benar 
memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji serta mampu mengucapkan doa-doa 
haji secara dan lancar. Hal ini membutuhkan latihan yang intensif serta sungguh-
sungguh dari jama’ah yang akan melaksanakan ibadah tersebut. 
Banyaknya umat Islam di Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai 
calon haji menunjukan tingginya tingkat kesadaran umat Islam terhadap ibadah 
tersebut. Tanpa adanya kesadaran tersebut, seorang umat Islam yang telah 
memenuhi syarat belum tentu melaksanakan ibadah haji. Namun sebagian besar 
jama’ah calon haji tersebut belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 
pelaksanaan ibadah haji. Hal ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan 
ibadah haji secara nasional dan terpadu dibawah tanggung jawab pemerintah. 
Di Indonesia secara resmi penyelenggaraan ibadah haji dipegang oleh 
Departemen Agama sebagai departemen pelaksananya. Departemen agama 
memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, mengatur dan 
mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah 
haji tersebut. Mengingat ibadah tersebut sangat penting bagi para calon jama’ah 
haji, maka tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan secara terkoordinasi, 




pelaksanaan ibadah tersebut baik bagi individu calon jama’ah haji maupun bagi 
pemerintah sendiri. 
Departemen Agama Kabupaten Madiun sebagai pemegang otoritas 
penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun mempunyai tugas dan 
kewajiban untuk memberikan pembimbingan kepada semua calon jama’ah haji. 
Pembimbingan yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu bentuk 
pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun kepada jama’ah 
calon haji. 
Dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut, pemerintah Kabupaten Madiun 
dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga non pemerintah. Hal ini sesuai 
dengan UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu pada 
pasal 6 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : “Penyelenggara Ibadah Haji adalah 
pemerintah dan masyarakat”. Masyarakat, dalam hal ini adalah lembaga 
penyelenggara ibadah haji non pemerintah yang telah memperoleh ijin dan 
mampu memenuhi ketentuan dari pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji 
baik mengenai persyaratan penyelenggara maupun jenis kegiatan penyelenggara 
ibadah haji tersebut. 
Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun tersebut memuat 
suatu kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, 
pemahaman dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain 
itu juga diberikan latihan-latihan manasik haji yang dilakukan secara intensif 
sehingga nantinya jama’ah calon haji tersebut mampu melaksanakan ibadah haji 




Lembaga penyelenggara ibadah haji di Kabupaten Madiun non pemerintah 
tersebut selain harus mengikuti ketentuan dari pemerintah  kabupaten juga harus 
melakukan koordinasi agar penyelenggara ibadah haji tersebut dapat berjalan 
dengan lancar dan tertib. Selain itu pelayanan khususnya dalam hal 
penyelenggaraan dapat diusahakan secara bersama-sama sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Sangat bijak pula jika penyelenggaraan haji tidak menutupi segala 
macam kekuranganya dengan memanfaatkan kesabaran dan keikhlasan jama’ah 
haji yang senantiasa dipesankan. Keberhasilan penyelenggara operasional haji 
berada ditangan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama Kabupaten Madiun. 
Terkhusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang 
membidangi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun. 
Jama’ah haji dari Madiun untuk musim haji tahun 2007/2008 sebanyak 252 
calon jemaah haji (CJH) dari sejumlah wilayah di seluruh Kabupaten Madiun 
dilepas keberangkatannya menuju ke Embarkasi Juanda Surabaya oleh Bupati 
Madiun Muhtarom, di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun. Perjalanan Haji 
dan Umroh (PHU) Departemen Agama Kabupaten Madiun, Muhammad 
Tafrikhan mengatakan dari jumlah total 252 CJH terdapat satu orang yang batal 
berangkat. Dari seluruh rombongan, tercatat CJH laki-laki sebanyak 119 orang 
dan perempuan sebanyak 133 orang. Dengan jemaah tertua bernama, Supiyah 
Binti Muh Ismail warga Desa Jetis Kecamatan Dagangan dengan usia 85 tahun. 
Sedangkan, jemaah termuda, adalah Siti Rofiah Binti H Imam Karni, warga Desa 
Sumberbendo Kecamatan Saradan dengan 20 tahun. Untuk tahun ini jemaah 




Sementara itu dijelaskan Bapak Muhammad Tafrikhan jumlah CJH 
Kabupaten Madiun yang berangkat tahun ini lebih sedikit dibandingkan dengan 
tahun 2007 lalu. Tahun lalu jumlah calon Haji yang berangkat ke tanah suci 
sebanyak 271 orang. Dengan demikian ada selisih 19 orang dibandingkan dengan 
tahun ini. Ia menambahkan, warga Kabupaten Madiun yang akan melaksanakan 
haji sangat tinggi. Terbukti hingga tahun 2012 mendatang kuota yang diberikan 
telah dipenuhi oleh pendaftar.  
Data lain dari Kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Madiun 
mayoritas mereka yang berjumlah 243 orang belum pernah naik haji dan sisanya 9 
orang pernah naik haji. “Bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat, uang dapat 
dikembalikan atau masuk daftar tunggu tahun berikutnya,” ujar Kasi PHU Depag 
Kab Madiun Muhammad Tafrikhan. CJH yang berusia di atas 60 tahun sebanyak 
92 orang (36,5%), 50-59 tahun 90 orang (35,7%), 40-49 tahun 50 orang (19,8%), 
30-39 tahun 19 orang (7,5%) dan 17-20 tahun satu orang (0,3%). Dari total 252 
CJH, hanya satu orang yang gagal berangkat disebabkan sakit. 
Departemen Agama dalam hal ini Departemen Agama Kabupaten Madiun 
Sebagai objek penelitian memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dibidang 
Keagamaan terutama dalam hal penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten 
Madiun. Dalam Organisasi yang berorientasi kepada pelayanan publik, kualitas 
dalam pemberian pelayanan merupakan suatu hal yang penting terutama dalam 
memenuhi tuntutan, keinginan, dan kebutuhan dari masyarakat selaku pengguna 
dari pelayanan tersebut. 
Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Departeman Agama Kabupaten Madiun  




mengusahakan suatu bentuk pelayanan yang baik untuk memperlancar 
penyelenggaraan ibadah haji agar jamaah calon haji tersebut dapat melaksanakan 
ibadahnya secara mandiri, lancar dan tertib. Bagi jama’ah calon haji pemberian 
pelayanan kepada jamaah calon haji tersebut sangat penting agar ibadah yang 
akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai haji 
yang mabrur, sesuai dengan ketentuan agama dan ibadah tersebut diterima oleh 
Allah SWT 
B. PERUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Peranan Departemen Agama Kabupaten Madiun dalam 
penyelenggaraan ibadah haji tahun 2007/2008 setelah Peranan 
Departemen Agama banyak di limpahkan kepada KBIH ? 
 
2. Bagaimana koordinasi dari Departemen Agama Kabupaten Madiun 
dengan instansi non pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji ? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah : 
1. Tujuan fungsional 
Untuk memperoleh gambaran tentang Peranan Departemen Agama 
Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan ibadah haji. 




Agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi yang 
bersangkutan maupun pihak lain yang membutuhkan baik sebagai 
pengetahuan maupun sebagai dasar dalam mengambil langkah 
kebijakan. 
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam 
kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan karena suatu penelitian akan 
mempunyai nilai apabila pengamatan tersebut memberi manfaat dan kegunaan 
bagi banyak pihak. 
 
 
1. Bagi penulis  
Merupakan penerapan Ilmu Administrasi Negara tentang Pelayanan 
yang diperoleh dibangku kuliah dalam dunia praktek atau nyata dan 
diharapkan dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan. 
2. Bagi Departemen Agama di Kabupaten Madiun 
Dengan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
perbandingan dan pertimbangan bahwa pelayanan haji dalam bentuk 
penyelenggaraan sangat besar manfaat dan pengaruhnya bagi jama’ah 
haji, khususnya di Kabupaten Madiun. 




Merupakan tambahan referensi informasi dan pengetahuan khususnya 
bagi Mahasiswa jurusan Administrasi Negara yang sedang menyusun 
skripsi. 
E. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA DASAR PEMIKIRAN 
E 1. Kajian Pustaka 
 Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 1177) Teori 
didefinisikan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, 
yang didukung oleh data dan argumentasi. 
  Penelitian ini bertitik tolak dan mendasarkan teori yang berhubungan 
dengan penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan oleh 
Departemen Agama  Kabupaten Madiun kepada jama’ah calon haji di 
Kabupaten Madiun yang tujuannya memberikan pelayanan pada publik. 
  Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 
2005:18). Untuk lebih mudah dalam pembahasan, penulis menyusun 
landasan teorinya sebagai berikut : 
1. Pengertian Peranan 
 Peranan (role) adalah bagian yang dimainkan seseorang (Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 854). Sedangkan menurut (Soerjono 
Soekanto, 1990 : 268), peranan (role) merupakan aspek dinamis 
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hal dan 




 Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseoarang. 
Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat 
meramalkan perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat 
mnyesuaikan prilaku sendiri dengan prilaku orang-orang sekelompoknya. 
Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan 
hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan-
peranan tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 
(Soejono Soekanto, 1990 :269). 
 Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, salah 
satu tidak ada artinya apabila yang lain tidak ada. Peranan muncul sebagai 
akibat seseorang mempunyai status atau kedudukan. Sedangkan 
kedudukan seseorang dalam kelompok sosial atau masyarakat akan 
melibatkan seseorang dalam berbagai peranan yang harus dijalankan. 
 Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
peranan merupakan dinamisasi dari kedudukan atau tindakan-tindakan 
nyata (action) yang dilakukan yang berhubungan dengan kedudukan. 
Dengan kata lain, peranan merupakan implementasi dari tugas, fungsi, dan 
wewenang yang terdapat dalam suatu kedudukan. Dengan tugas, fungsi, 
dan wewenang tersebut suatu badan atau organisasi dapat melakukan 
tindakan-tindakan tegas demi mencapai tujuannya. 
2. Pengertian Pelayanan Publik 
The strategic challenge today of all public administrations is 
effectively providing their services via many channels: in person (counter), 




measured both in terms of customer,citizen or company satisfaction, and 
minimum cost for providing these services ((Publication title: The business 
Rewiew, Cambridge. Hollywood: Summar 2009. Vol. 12, Iss.2; pg.206,6 
pgs)). 
 Definisi pelayanan sangat banyak, definisi yang sangat simpel 
diberikan oleh (Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby, 1997:448) dalam 
(Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005: 2) ” Pelayanan adalah produk-
produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-
usaha manusia dan menggunakan peralatan”. Sedangkan definisi yang 




serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 
yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi 
pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen/pelanggan”, Gronross, 1990: 27 dalam (Ratminto & Atik Septi 
Winarsih, 2005: 2) 
 Dari definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok 
pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan 
upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh 




 Sedangkan dalam Kamus (Besar Bahasa Indonesia, 1988 : 504) kata 
layan diartikan membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang 
diperlukan seseorang, pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Jadi, 
pelayanan adalah tindakan atau perbuatan melayani atau menyediakan 
apa-apa yang dibutuhkan orang lain.  
  Pelayanan merupakan salah satu suatu tindakan yang dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, 
pasien, penumpang, dan lain-lain) yang tingkat pemuasanya hanya dapat 
dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani, (Endar 
Sugiarto, 1999: 36)). 
 Adapun kriteria pelayanan umum yang baik berdasarkan lampiran 
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 
tentang pedoman tata laksana pelayanan umum, bahwa pelayanan umum 
harus diatur dalam suatu tata laksana yang mengandung sendi-sendi. 
1. Kesederhanaan  
Dalam arti prosedur, tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara 
mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 
dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. 
2. Kejelasan dan kepastian  
Kejelasan dan kepastian ini mengenai : 
a. Prosedur dan tata cara pelayanan umum 





c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab dalam memberi pelayanan umum. 
d. Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya. 
e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum. 
f. Hak dan kewajiban baik pemberi maupun penerima pelayanan 
umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan 
permohonan/kelengkapan, sebagai alat untuk memastikan 
pemrosesan pelayanan umum. 
g. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat 
3. Keamanan 
Dalam arti proses serta hasil pelayanan umum harus dapat memberi 
keamanan dan kenyamanan serta dapat memberi kepastian hukum. 
4. Keterbukaan  
Dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat 
penanggung jawab pemberi pelayanan umum wajib diinformasikan 
secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat 
baik diminta maupun tidak diminta. 
5. Efisiensi 
Dalam arti : 
a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 
berkaitan langsung dengan pencapain sasaran pelayanan dengan 
tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan 




b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan perlengkapan 
persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan 
perlengkpan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain 
yang terkait. 
6. Ekonomis 
Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara 
wajar dengan memperhatikan. 
a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum masyarakat dan tidak 
menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran. 
b. Kondisi dan kemampun msyarakat untuk membayar secara umum 
c. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Keadilan yang merata 
Dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan 
seluas mungkin dengan distribusikan yang merata dan diperlukan 
secara adil. 
8. Ketepatan waktu 
Dalam arti pelaksanaan pelayanan umum masyarakat dapat 
diselasaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
 Dalam rangka menjalankan tugasnya, Departemen Agama 
Kabuapten Madiun memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan 
dalam bidang keagamaan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut 
merupakan upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Dalam memberikan pelayanan umum (publik) terutama 




Agama menerapkan suatu metode untuk membantu jama’ah calon haji 
dalam memenuhi kebutuhananya kegiatan pelayanan tersebut merupakan 
kewajiban dari Departemen Agama Kabupaten Madiun untuk 
menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji dan merupakan upaya untuk 
memenuhi hak dari jama’ah calon haji, serta untuk mempermudah jama’ah 
calon haji dalam menjalankan ibadah tersebut. 
3. Kualitas Pelayanan Umum 
 Pelayanan pada dasarnya mempunyai target atau sasaran yaitu 
memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat selaku pengguna layanan.  
 The literature has not done much to explore the skills and attributes 
needed to add the most value to the process of government policy services 
and administrasi, nor how their services might be improved under new 
reform ((Publication title: International Journal of Public Administration. 
New York: Feb 2009. Vol. 32, Iss.3/4; pg. 313)). 
 Pelayanan publik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 
pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga 
negaranya, baik secara langsung (melalui sektor publik) atau dengan 
ketetapan pembiayaan pelayanan dan berhubungan dengan konsensus 
social (biasanya ditujukan melalui pemilihan yang demokrasi),  
 Departemen agama dalam hal ini Departemen Agama Kabupaten 
Madiun sebagai obyek penelitian memiliki tujuan untuk memberikan 
pelayanan dibidang keagamaan terutama dalam hal penyelenggaraan 
ibadah haji. Dalam organisasi yang berorientasi kepada pelayanan publik, 




terutama dalam memenuhi tuntutan, keinginan, dan kebutuhan dari 
masyarakat selaku pengguna dari pelayanan tersebut. Dalam (Kamus 
Bahasa Indonesia, 1988:467), kualitas memiliki pengertian tingkat baik 
buruknya sesuatu, kadar sesuatu. 
 Jika dalam kualitas pelayanan, yang diutamakan adalah pemenuhan 
kebutuhan dari pengguna pelayanan tersebut sesuai dengan harapan 
mereka. Selain itu, kualitas pelayanan dapat diukur dengan kadar 
tertentu.menurut Goetsh & Davis 1994, dalam (Endar Sugiarto, 1999: 38) 
kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 
 Untuk mengetahui bahwa pelanggan tersebut merasa puas atau tidak 
maka diperlukan adanya tanggapan. Tanggapan pelanggan sangat 
diperlukan untuk organisasai yang bergerak didalam bidang jasa atau 
pelayanan. Menurut Philip Kotler 1994:561, dalam (J. Supranto, 
2001:231) terdapat lima determinan kualitas jasa yang dapat dirincikan 
sebagai berikut : 
a. Kehandalan, adalah kemampuan untuk melaksanakan jasa yang 
dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 
b. Kerespansifan (ketanggapan) adalah kemauan untuk membantu 
pelanggan dan memberikan jasa dengan tepat. 
c. Keyakinan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 
kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan 




d. Empati, adalah syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi 
pelanggan. 
e. Berwujud, adalah penampilan fisik, peralatan, personal dan media 
komunikasi. 
Berdasarakan uraian diatas, dapat ditentukan indikator untuk kualitas 
pelayanan sebagai berikut : 
a. Bukti langsung (Tangibles) 
b. Keandalan (Reliability) 
c. Daya Tanggap (Responsiveness) 
d. Jaminan (Assorance) 
e. Empati (Empaty) 
4. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji 
a. Pengertian penyelenggaraan 
 Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi 
Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima 
pelayanan publik, (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005: 18). 
  Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas Nasional dan 
menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama, 
Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang menjadi harapan 
semua muslim untuk melaksanakan kewajibanya bagi yang telah 
memenuhi persyaratan mampu baik secara fisik, materi, terlebih lagi 
mampu dalam pelaksanaan manasik haji. Dalam (Kamus Besar Bahasa 





 Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan azas keadilan memperoleh 
kesempatan perlindungan dan kepastian hukum (UU No. 17/1999 Psl. 4) 
dalam buku (Penyelenggaraan Haji & Umrah Depag Pedoman Tugas Kru 
dan Karom RI, 2006: 1). 
 Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah untuk memberikan 
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui 
sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan 
Ibadah Haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai 
dengan tuntutan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji 
secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur (UU No. 17/1999 
Psl.5). 
 (UU No. 17/1999, Pasal 6 ) Ayat (1) Penyelenggaraan Haji 
merupakan tugas Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah 
dibawah koordinasi Menteri; Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri malakukan koordinasi 
dan/atau bekerjasama dengan departemen/lembaga/instansi terkait dan 
Pemerintah Arab Saudi; Ayat (3) Penyelenggara Ibadah haji adalah 
Pemerintah dan/atau masyarakat; Ayat (4) Persyaratan Penyelenggara dan 
jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh 
masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur dengan 
keputusan Menteri. 
 (UU No. 17/1999, Pasal 7) koordinasi Penyelenggara Ibadah Haji 
dilaksanakan : Ayat (1) di tingkat pusat oleh Menteri; Ayat (2) di tingkat 




bupati/walikotamadya daerah tingkat II untuk tingkat 
kabupaten/kotamadya; Ayat(3) di Arab saudi oleh Perwakilan Republik 
Indonesia. 
 (UU No. 17/1999, Pasal 8) Ayat (1) Menteri dapat membentuk 
panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan 
di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan; Ayat (2) Dalam Rangka 
Penyelenggaraan Ibadah Haji, Menteri menunjuk petugas operasional yang 
menyertai jamaah haji, yang terdiri atas : 
· Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, yang disingkat TPIHI 
· Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang disingkat TKHI 
· Tim Pemandu Haji Indonesia, yang disingkat TPHI 
 Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji, Departmen Agama Kabupaten 
Madiun memiliki kewajiban untuk memberikan pembimbingan kepada 
calon jama’ah haji serta mengusahakan suatu bentuk pelayanan yang baik 
untuk memperlancar pelaksanaan ibadah haji agar jama’ah calon haji 
Kabupaten Madiun dapat melaksanakan ibadahnya secara mandiri, lancar, 
dan tertib. Bagi jama’ah calon haji, pemberian pelayanan dalam 
penyelenggaraan tersebut sangat penting agar ibadah yang akan 
dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai haji 
yang mabrur, sesuai dengan ketentuan agama, dan ibadah tersebut diterima 
oleh Alloh.    
b. Pengertian Ibadah Haji 




 Ibadah dari segi bahasa adalah taat. Tunduk, mengikut dan do’a. 
Hakekat dari ibadah adalah menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa 
ia adalah makhluk Alloh SWT yang diciptakan sebagai insan yang 
mengabdi kepada Nya. Pada prinsipnya, ibadah merupakan sari ajaran 
Islam yang penyerahan diri secara sempurna pada kehendak Alloh SWT. 
Tujuanya adalah untuk mendapatkan keridloan Alloh SWT yang telah 
menciptakan dan memberi kehidupan kepada manusia dan makhluk lainya. 
Dengan demikian akan mewujudkan suatu sikap dan perbuatan dalam 
bentuk-bentuk ibadah. 
 Ibadah haji merupakan suatu bentuk ketaatan atau kepatuhan 
manusia (umat Islam) terhadap perintah Alloh SWT yang dilaksanakan 
dengan jasmani, rohani, dan harta yang dimiliki dengan do’a, tata cara dan 
waktu yang tertentu demi kesempurnaan ibadah tersebut serta untuk 
kepentingan pribadi dan  masyarakat. 
b 2. Pengertian Haji 
Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang dicantumkan dalam 
rukun Islam, dengan mengambil tempat (lokasi) tersendiri yang telah 
ditentukan oleh Alloh SWT dan Rosul-Nya yaitu dibeberapa tempat yang 
terletak di Tanah Arab. Departemen Agama memberikan definisi ibadah 
haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk melakukan beberapa 
amalan antara lain: wukuf, tawaf, dan amalan lainnya pada masa tertentu, 
demi memenuhi panggilan Alloh SWT dan mengharap ridlo-Nya. 
Dalam ( M.Noor-Matdawam, 1999 : 19), haji artinya menyengaja 




kepada Alloh SWT pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara 
tertib. 
Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah haji 
merupakan ibadah yang sengaja dilakukan dengan mengunjungi Ka’bah 
dan tempat-tempat lainnya untuk melaksanakan tawaf, wukuf, sa’i dan 
semua perbuatan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan manasik 
karena memenuhi panggilan Alloh SWT  dan mencari ridlo-Nya pada 
waktu tertentu dan niat yang tertentu pula. 
 Ibadah haji, jika dilihat dari cara pelaksanaannya dapat dibedakan 
menjadi: 
a. Haji Ifrad, yaitu dengan membedakan haji dan umrah yang dikerjakan 
sendiri-sendiri. Pelaksanaannya, ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, 
setelah selesai kemudian melakukan ibadah umrah. 
b. Haji Tammatu’ (bersenang-senang), yaitu melakukan ibadah umrah 
terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, setelah selesai, kemudian 
melakukan ibadah haji.  
c. Haji Qiran (bersama-sama), yaitu melaksanakan haji dan umrah secara 
bersamaan. Dengan cara ini, berarti seluruh pelaksanaan ibadah 
umrahnya sudah tercakup dalam pelaksanaan ibadah haji. 
 Mayoritas jama’ah haji Indonesia melakukan Ibadah Haji Tammatu’, 
yaitu dengan melakukan Ibadah umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan 
haji, kemudian melaksanakan ibadah haji. Hal ini dipengaruhi oleh 
kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang 




dan kesempatan untuk melakukan ibadah umrah terlebih dahulu. Dalam 
melakukan kegiatan penyelenggaraan tersebut, Departemen Agama 
Kabupaten Madiun kerjasama dengan pihak penyelengggara haji non 
Pemerintah. Hubungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk 
memberikan pelayanan kepada jama’ah calon haji Indonesia dalam rangka 
mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji.     
c. Pengertian Koordinasi 
Koordinasi merupakan proses pengaturan aktivitas dari departemen 
yang terpisah  untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Tanpa 
koordinasi, orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam 
organisasi secara total dan tergoda untuk mendahulukan kepentingan 
departemen-departemennya sendiri dengan mengorbankan sasaran 
organisasi. Winardi, (1990:389) menyebutkan bahwa koordinasi 
merupakan dimana aktivitas-aktivitas individu dan kelompok dikaitkan 
satu sama lain, guna memastikan bahwa dicapai tujuan bersama. 
Menurut (George R. Terry dalam Melayu SP. Hasibuan, 1986: 86), 
koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk 
menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan 
untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada 
sasaran yang telah ditentukan. Hal ini senada dengan pendapat Moekijat, 
(1989: 104-105) yang mengatakan koordinasi merupakan sinkronisasi 
(penyelarasan) kegiatan-kegiatan secara teratur guna memberikan jumlah, 
waktu, dan pengarahan pelaksanaan yang tepat yang mengakibatkan 




Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama dan sinkronisasi antara 
departemen-departemen/unit dalam pelaksanaan tugas tertentu agar 
tercipta kesatuan kegiatan yang selaras, seragan, serta harmonis dalam 
usaha pencapaian tujuan bersama secara efektif. Tujuan pokok dari 
koordinasi adalah memadukan langkah-langkah dari organisasi-organisasi 
yang terlibat dalam kegiatan bersama untuk mencegah adanya aktivitas 
yang menyimpang dari kerangka kerja organisasi dan untuk menjamin 
kesatuan tindakan dalam upaya pencapaian tujuan.  
Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, 
Departemen Agama Kabupaten Madiun melakukan koordinasi dengan 
pihak bank dalam pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan puskesmas 
dan RSUD dalam hal pemeriksaan kesehatan baik tahap pertama maupun 
tahap kedua, serta dengan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 
terutama dalam proses kegiatan penyelenggaran ibadah haji. 
Dalam hal ini, koordinasi antara Departemen Agama dengan Panitia 
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) terlihat dalam Susunan Organisasi  
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi, Tingkat 
Kabupaten/Kota dan organisasi penyelengggara ibadah haji di Arab Saudi 
diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang 
Penyelengggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yakni Menteri Agama sebagai 
penanggung jawab dan mengkoordinasikan penyelenggaran ibadah haji, 
(Departemen Agama Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan 




Direktur jendral dalam penyelenggaraan ibadah haji dibantu Direktur 
Pelayanan Haji & Umrah dan Direktur Pembinaan Haji sebagai pelaksana 
harian, (Departemen Agama Bimbingan Masyarakat Islam & 
Penyelenggaraan Haji, 2001: 28), Pada saat operasional Menteri Agama 
membentuk/menunjuk:  
1. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat, 
2. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi, 
3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi, 
4. Petugas Operasional yang menyertai jama’ah haji, terdiri dari 
Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan Indonesia 




E2. Kerangka Dasar Pemikiran 
 Peranan yang dilakukan oleh Departemen Agama Kabupaten Madiun 
melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu sesuai dengan UU RI 
Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Salah satu 
cara yang dilakukan untuk melaksanakan peranannya adalah 
mensosialisasikan mengenai informasi haji kepada masyarakat, dan bagian 
yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pendaftaran calon jama’ah haji.  
 Sebagai organisasi resmi pemerintah yang menyelenggarakan ibadah 
haji, Departemen Agama Kabupaten Madiun memberikan pelayanan 
sebaik-baiknya melalui sistem penyelenggaraan yang baik kepada calon 
haji. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dan 
koordinasi dengan berbagai pihak baik dengan Panitia Penyelenggara 
Ibadah Haji tingkat Pusat, Embarkasi, di Arab Saudi serta para petugas 
Operasional yang telah ditunjuk oleh Departemen Agama untuk menyertai 
jama’ah haji. 
 Dengan melaksanakan peranannya melalui sosialisasi informasi haji 
yang baik diharapkan peranan Departemen Agama Kabupaten Madiun 
dalam penyelenggaran ibadah haji semakin meningkat khususnya dalam 
hal pelayanan. 
 Untuk mempermudah pemahaman mengenai peranan Departemen 
Agama Kabupaten Madiun dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui 
sosialisasi mengenai informasi haji dan pendaftaran calon jama’ah haji, 
















F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
diskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian deskriptif dengan metode 
penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang suatu hal, dalam 
hal ini mengenai peranan departemen agama dalam penyelenggaraan 
ibadah haji. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka bentuk 
penelitian yang tepat adalah deskriptif yang memaparkan, menuturkan, 
dan menganalisa data yang ada. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi pada kantor Departemen Agama di 














› Sosialisasi mengenai 
informasi haji kepada 
masyarakat 
› Mengadakan pendaftaran 




1. Departemen Agama Kabupaten Madiun sebagai Departemen 
Pemerintah memiliki tugas khususnya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji. Tugas Nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah 
Kabupaten Madiun dibawah koordinasi Menteri Agama. 
2. Departemen Agama Kabupaten Madiun memungkinkan penulis 
untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang 
ada. 
 
3. Teknik Sampling 
Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik 
purposive sampling dimana dengan teknik ini peneliti memilih informan 
yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam 
dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang lengkap. Bahkan 
didalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya informan tersebut dapat 
menunjuk subyek lain sebagai informan baru yang dipandang lebih banyak 
mengetahui tentang permasalahan yang diteliti, demikian seterusnya 
sampai data yang diperoleh lengkap. 
Dalam penelitian ini informan berasal dari dalam organisasi yakni 
aparat yang dianggap bisa memberikan informasi. 
4.  Sumber Data  







a. Data primer 
Merupakan fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan. 
Keterangan dalam penelitian ini berasal dari antara lain:  
· Kepala seksi Penyelenggara Haji dan Umroh 
· Ko Perlengkapan / Humas 
· Staf seksi Penyelenggara Haji dan Umroh 
· Pegawai yang menangani Haji 
· Masyarakat / jama’ah haji 
b. Data sekunder 
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini berasal 
dari literatur, dokumen Departemen Agama Kabupaten Madiun dan 
bahan kepustakaan. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
a. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 
2000: 135).  
Peneliti disini menggunakan pedoman wawancara sebagai kegiatan 
bertanya lebih terarah. 
b. Studi dokumentasi 
Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 






c. Observasi  
Dilakukan dengan pengamatan indera secara kualitatif untuk 
mendapatkan gambaran langsung tentang kondisi lokasi penelitian. 
6. Validitas Data 
Untuk menjamin validitas data yang akan diperoleh dalam 
penelitian ini maka peningkatan validitas akan dilakukan secara 
trianggulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, (Moleong, 2000: 
178). Ini berarti dalam mengecek kebenaran data tersebut penulis 
menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan 
data yang sama. Dengan demikian data yang diperoleh dari suatu sumber 
akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber yang berbeda. 
7. Metode Analisis Data 
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode interaktif. Dalam model ini terdapat komponen pokok. Menurut 
Miles Huberman dalam H.B Sutopo (2002: 91-93), ketiga komponen 
tersebut adalah: 
a. Data Reduction (reduksi data) 
Adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur 






b. Data Display (penyajian data) 
Merupakan rangkaian informasi yang memberi kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan sajian data 
dapat diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk 
menganalisa dan mengambil tindakan lain. 
c. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) 
Dari sajian data yang tersusun selanjutnya penulis dapat menarik suatu 
kesimpulan akhir atau verifikasi. 
Ketiga komponen diatas akan berinteraksi dengan proses 
pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam penelitian ini, penulis 
tetap berada dalam lingkungan interaksi tersebut sampai pengumpulan 
data bergerak ke reduksi data, penyajian data dan pengambilan 
kesimpulan. Hal tersebut berlangsung seperti siklus menurut H.B Sutopo 
(2002: 96), yaitu: 
Gambar 1.2 

















A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA DEPARTEMEN AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA 
Berdirinya Departemen Agama sebagai bagian dari tata pemerintahan 
Negara Republik Indonesia melalui sejarah perjuangan yang cukup panjang. 
Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan mengenai jumlah kementrian yang 
akan dibentuk beserta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh Sub 
Panitia terdiri dari Subardjo, Sutardjo, dan Kasman Singodimejo. Dalam rapat 
ini Latuharhary keberatan dibentuknya Kementrian Agama karena terbentur 
pada masalah siapa yang hendak menjadi Menteri Agama yang dapat diterima 
oleh semua pihak atau kalangan apapun dan dari manapun. Pada saat itu 
disarankan agar setiap masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan 
Negara tidak mencampuri urusan agama.   
Setelah 3 (tiga) bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 
Badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang pada waktu 
itu marupakan Parlemen, menyelenggarakan siding pleno di Jakarta yang 
bertempat di gedung Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia Salemba 
pada tanggal 24 sampai dengan 28 November 1945 yang dihadiri oleh 
Presiden, Wakil Presiden dan para menteri serta utusan Komite Nasional 
Indonesia Daerah (KNID) dari seluruh Indonesia.setelah Pemerintah 
menyampaikan keterangannya dalam sidang tersebut, maka disampaikan 
pandangan umum dan wakil-wakil Komite Nasional Indonesia Daerah 




terdiri dari K.H. Abu Dardiri dan M. Soekoso Wiryosaputro dengan juru 
bicara K.H. Saleh Sunaidi mengajukan usul yaitu agar Negara Indonesia yang 
telah merdeka ini hendaknya urusan agama tidak hanya diserahkan kepada 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi sebaiknya didirikan 
Kementrian Agama yang khusus dan tersendiri.  
Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi dari 
para anggota Badan Pekerja Komite Nasional (semacam MPR pada waktu itu) 
serta mendapatkan dukungan penuh dari Perdana Mentri Sutan Syahrir dan 
utusan daerah, seperti utusan dari Bogor yang terdiri dari Moh. Natsir, Dr. 
Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan N. Kartosudarmo. Diterimanya usul 
tersebut secara aklamasi oleh anggota Badan Perwakilan Komite Nasional 
Indonesi Pusat (BPKNIP) merupakan suatu konsesus yang membuktikan 
bahwa adanya Departemen Agama di Negara Republik Indonesia adalah 
kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia. 
Adanya Departemen Agama Republik Indonesia merupakan bukti bahwa 
Indonesia bukanlah Negara sekuler dan sebagai pengejawantahan Sila I dari 
Pancasila dan Ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Motivasi adanya Departemen 
Agama selain merupakan ciri masayarakat Indonesia yang religius, juga untuk 
menampung, menyalurkan aspirasi keagamaan, dan mengembangkan 
sekaligus membina umat beragama di Indonesia.  
Berdirinya Kementrian Agama lebih lanjut disahkan berdasarkan pada 
Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 
24 Muharram 1364 H dan sebagai Mentri Agama yang pertama adalah H. M 




pemerintah mengeluarkan Ketetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1965 
yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari berdirinya 
Departemen Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya tanggal 3 Januari 
ditetapkan sebagai hari lahirnya Departemen Agama Republik Indonesia dan 
diperingati setiap tahun oleh seluruh jajaran Departemen Agama.   
    
B. KEDUDUKAN DAN PERANAN DEPARTEMEN AGAMA  
1. Kedudukan Departemen Agama 
a. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kedudukan 
dan ciri khas dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila.  
Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan 
agama dalam kedudukan yang khas yaitu merupakan suatu komponen yang 
penting dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia 
bukanlah Negara yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, namun 
menempatkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan bernegara dan 
masyarakatnya. Kegiatan keagamaan di Indonesia dilindungi dengan peraturan 
perundang-undangan yang sah. 
b. Merupakan suatu monument yang secara historis tidak terlepas dari 
eksistensi bangsa dan perjuangannya dalam menegakan kemerdekaan 
dan meletakkan dasar Negara. 
Keberadaan Departemen Agama tidak terlepas dari sejarah proses 
kelahiran Pancasila sebagai dasar Negara dan upaya untuk menegakkaanya. 
Dasra Negara Indonesia diwujudkan dan dipertahankan melalui penghormatan 




c. Merupaka suatu bagian dari satu kesatuan dengan keseluruhan 
lembaga pemerintahan. 
Departemen agama memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan 
sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. 
Proses pelaksanaan tugas tersebut harus selaras dengan pelaksanaan tugas 
lembaga Negara yang lain sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan 
yang telah ditetapkan. 
2. Peranan Departemen Agama 
Departemen Agama merupakan bagian dari Sistem Pemerintah 
Indonesia, yang mempunyai peranan antara lain : 
a. Peranan dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintah Umum 
Departemen Agama memiliki fungsi utama dalam pemerintahan 
Negara, yaitu sebagai penata dan pelayan dibidang agama. Fungsi 
tersebut adalah : 
1. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan, 
pelaksanaan kebijaksanaan, kebijakan teknis pemberian 
bantuan dana pembinaan serta pemberian perizinan sesuai 
kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas milik Negara yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
3. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesuai dengan tugas 





4. Menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas 
pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 
presiden dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 
b. Peranan dalam penyelenggaraan fungsi dibidang pembangunan 
 Departemen agama memiliki fungsi sebagai : 
1. Pelaksana pembangunan dibidang agama yang merupakan 
bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. 
2. Pendorong dan pengarah dari lembaga-lembaga keagamaan 
agar berpartisipasi dalam pembangunan. 
3. Mencegah atau membatasi dampak negatif pembangunan 
 Selain itu peranan Departemen Agama tidak terlepas dari peranan 
agama, yaitu : 
a. Sebagai komplementer (pelengkap), bukan hanya suplemen 
(tambahan). 
b. Agama merupakan faktor motovatif, yang memberikan dorongan 
batin dan sekaligus mendasari cita-cita dan perbuatan manusia 
pada seluruh aspek kehidupan. 
c. Agama merupakan faktor kreatif, yang memberikan dorongan 
kepada manusia untuk melakukan kerja produktif, kreatif, dan 
inovatif. 
d. Agama merupakan faktor integratif, yang memadukan aktivitas 
manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun 




e. Agama merupakan faktor sublimitif (penghalus), yang berfungsi 
menghaluskan segala kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan 
yang bersifat keagamaan melainkan juga segala usaha dan kegiatan 
yang bersifat keduniawian. 
C. TUGAS DAN KEWENANGAN  DEPARTEMEN AGAMA 
1. Tugas Departemen Agama 
  Tugas pokok Departemen Agama ialah menyelenggarakan 
sebagaian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang agama. 
Adapun perincian tugas pokok tersebut diatas dalam fungsi-fungsi 
ditegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 373 
tahun 2002  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama 
Kabupaten/Kota. 
a. Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang 
selanjutnya dalam keputusan ini disebut Departemen Agama 
merupakan unsur pelaksana pemerintah. 
b. Departemen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
  Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan sebagaian tugas pemerintahan dibidang keagamaan, 
yaitu : 
a. Pelancaran pelaksanaan dibidang Agama. 





c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta 
pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung 
kebijakan dibidang keagamaan. 
d. Pelaksanaan pengawasan fungsional. 
2. Kewenangan Departemen Agama 
  Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Departemen Agama, yaitu: 
a. Penetapan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan 
secara makro. 
b. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya. 
c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan 
sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan 
dibidangnya. 
d. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional 
yang disahkan atas nama negara dibidangnya. 
e. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional dibidangnya. 
f. Penetapan hari libur nasional dibidangnya keagamaan. 
g. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
D. VISI DAN MISI DEPARTEMEN AGAMA 
Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2003 




1. Visi Departemen Agama 
Visi Departemen Agama adalah menjadikan nilai-nilai agama 
sebagai landasan moral spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 
2. Misi Departemen Agama 
Misi Departemen Agama yaitu : 
a. Meningkatkan kualitas pendidikan agama. 
b. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah. 
c. Meningkatkan pelayanan peradilan. 
d. Memberdayakan lembaga keagamaan. 
e. Memperkokoh kerukunan umat beragama. 
f. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan. 
g. Penghormatan atas keanekaragaman keyakinan keagamaan. 
 
E. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMEN 
AGAMA KABUPATEN / KOTA 
  Berikut ini akan diuraikan kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Presiden 
Nomor : kd.13.19/01/Kp.07.6/1227/2008 Tentang Uraian Tugas Pada 
Kakandepag Kabupaten Madiun adalah : 
1. Kedudukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 
  Kedudukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah 




bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi. 
2. Tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 
  Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah 
kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan. 
3.  Fungsi Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 
  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud atas, Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut : 
a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan 
dan bimbingan kehidupan beragama di kabupaten/kota. 
b. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan dibidang bimbingan 
masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat 
dan wakaf, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan 
pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, 
bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi 
dan informasi keagamaan. 
d. Pelayanan dan bimbingan dibidang kerukunan umat beragama. 





f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, 
dan  lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas 
Departemen Agama di kabupaten/kota. 
F. URAIAN TATA TUGAS KANTOR DEPARTEMEN AGAMA 
KABUPATEN MADIUN 
Uraian tata kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun 
sesuai dengan KEPUTUSAN KAKANDEPAG KABUPATEN MADIUN 
Nomor : kd.13.19/01/Kp.07.6/1227/2008 Tentang URAIAN TUGAS PADA 
KAKANDEPAG KABUPATEN MADIUNadalah sebagai berikut : 
A. Kepala Kandepag (Drs. H.Sofyan Djauhari) 
Uraian Tugas : 
1. Memimpin pelaksanaan tugas Kandepag Kabupaten Madiun 
2. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan 
3. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan 
4. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan 
Kandepag Kabupaten Madiun 
5. Mengerakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Kandepag 
Kabupaten Madiun dan para pejabat dilingkungan Kandepag 
Kabupaten Madiun 
6. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan dilingkungan 
Kandepag Kabupaten Madiun 
7. Menetapkan rumusan kebijakan Kepala Kandepag Kabupaten 
Madiun 




9. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait 
10. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dilingkungan 
Kandepag Kabupaten Madiun 
11. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan 
12. Merumuskan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan 
pelayanan kepada masyarakat dibidang agama 
13. Mempersiapkan dan menyajikan informasi yang menyangkut 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kandepag Kabupaten Madiun 
14. Mengusulkan/menindaklanjuti temuan hasil pengawasan atau 
pemeriksaan 
15. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 
16. Mengevaluasi prestasi kerja aparat di lingkungan Kandepag 
Kabupten Madiun 
17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kanwil Departemen 
Agama  
B. Kepala Sub Bagian TU (Drs. M.Sakur, M.Si) 
Uraian Tugas : 
1. Memimpin pelaksanaan tugas Subbag Tata Usaha 
2. Menetapkan sasaran kebijaksanaan setiap tahun kegiatan 
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan  
4. Memberi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan 
Subbag Tata Usaha 




6. Menyiapkan Konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang 
administrasi 
7. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan dilingkungan Subbag 
Tata Usaha  
8. Mengadakan rapat dinas 
9. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait 
10. Menaggapi dan memecahkan masalah yang muncul pada Subbag 
Tata Usaha 
11. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan 
12. Menyiapkan konsep rumusan dan kebijaksanaan dan program kerja 
Kandepag Kabupaten Madiun 
13. Melaksanakan kegiatan TU kepegawaian, Urusan Umum,dan 
Urusan Keuangan 
14. Mengkoordinsi tindak lanjut temuan hasil pengawasan / 
pemeriksaan dilingkungan Kandepag Kabupaten Madiun 
15. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan  
16. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan 
17. Ketua Tim Baperjakat 
18. Ketua Tim SAI, SAAT 
19. Ketua Tim Sekretariat Jabatn fungsional guru, penghulu dan 
Jabatan fungsional Kandepag, Tim pembina GTT, Guru Madiun 
20. Melaporkan seluruh pelaksanaan seluruh pelaksanaan tugas kepada 




C. Kepala Seksi Urais (H. Samuri, S.Ag) 
Uraian Tugas : 
1. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Urusan Agama Islam 
2. Menetapkan sasaran Seksi Urusan Agama Islam setiap tahun 
kegiatan 
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan 
4. Memberi tugas pada bawahan 
5. Mengerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan 
dilingkungan Seksi Urusan Agama Islam 
6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan 
7. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di Seksi 
Urusan Agama Islam 
8. Mengadakan rapat dinas 
9. Menaggapi dan memecahkan persoalan yang muncul 
10. Ketua Tim Angka Kredit Penghulu Ketua BP-4 
11. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja terkait 
12. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat di perlukan 
13. Menyiapkan konsep program kerja Kanwil Depag Provinsi di 
bidang Urusan Agama Islam 
14. Melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan dan pelayanan di 
bidang kepenghuluan, kemasjidan, perkawinan, zakat dan Ibsos 
dan Baitul Maal 
15. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan  




17. Melaporkan pelaksanaaan tugas kepada Kepala Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Madiun 
D. Kepala Seksi Penamas (Drs. Tawwabin, M.Si) 
Uraian Tugas : 
1. Memimpin pelaksanaan tugas seksi Pedidikan Agama Pada 
Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid 
2. Menetapkan sasaran Seksi Penamas setiap tahun kegiatan  
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan 
4. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung 
jawab kegiatan Seksi Penamas 
5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Penamas 
6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan 
7. Mengadakan rapat dinas 
8. Menyiapkan konsep rumusan kebijakansanaan pimpinan dibidang 
Penamas 
9. Meningkatkan koordinasi dengan susunan kerja terkait 
10. Anggota Baperjakat 
11. Menaggapi dan memecahkan masalah-masalah yang muncul di 
Seksi Penamas 
12. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan 
13. Menyiapkan konsep program kerja Kepala kantor Departemen 
Agama Kabupaten Madiun 




15. Melaksanakan pembinaan kepada Doktin, Penyuluhan, Lembaga 
Dakwah, Siaran Tanmadun dan Publikasi Dakwah 
16. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan 
17. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Seksi 
Penamas 
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kakandepag Kabupaten 
Madiun 
E. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Muhammad 
Tafrikhan,S.Ag) 
Uraian Tugas : 
1. Memimpin pelaksanaan tugas penyelenggaraan Urusan Haji  
2. Menetapkan sasaran kerja penyelenggaraan Urusan Haji 
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan 
4. Membagi tugas dan menentukan penaggung jawab kegiatan kepada 
bawahan 
5. Menggerakkan dan mengerahkan pelaksanaan kegiatan 
6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan 
7. Menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang 
urusan haji 
8. Menagadakan rapat dinas dengan bawahan 
9. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul 
10. Anggota Baperjakat 




12. Menyusun bahan konsep bimbingan dan pembinaan dibidang 
Urusan Haji 
13. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 
14. Mengevaluasi prestasi kerja bawahan 
15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kandepag Kabupatn 
Madiun 
a. Staf Seksi Gara Haji dan Umrah (Drs. Nur Kolis) 
 Uraian Tugas : 
1. Menerima, mencatat dan meneruskan surat masuk dan keluar 
2. Menghimpun data dibidang Gara Haji dan Umrah 
3. Mendaftar dan Mencatat Pendaftaran Haji 
4. Melaksanakan Tugas khusus yang di berikan oleh atasan 
5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi Gara Haji 
dan Umrah 
b. Staf Seksi Gara Haji jdan Umrah (Wakidi Nur Cahyanto) 
Uraian Tugas : 
1. Mengagendakan nomor SPPH Pendaftaran Haji 
2. Pemotretan Calon Jama’ah Haji diblanko SPPH 
3. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 





F. Kepala Seksi Mapenda (Drs. Muh. Ismurwanto) 
Uraian Tugas : 
1. Memimpin pelaksanaan Tugas seksi Madrasah dan Pendidikan 
Agama 
2. Menetapkan sasaran Kegiatan Seksi Mapenda setiap tahun kegiatan 
3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan 
4. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung 
jawab kegiatan Seksi Mapenda 
5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Seksi 
Penamas 
6. Memantau pelaksanaan tugas bawahan 
7. Mengadakan rapat dinas 
8. Menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang 
Mapenda 
9. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja terkait 
10. Menaggapi dan memecahkan masalah yang muncul 
11. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan 
12. Menyusun konsep pembinaan dan bimbingan pendidikan 
13. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pendidikan 
14. Menyiapkan konsep program kerja Kandepag Kabupaten Madiun 
dibidang Mapenda 
15. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 




17. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan Seksi 
Mapenda 
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kandepag 
kabupaten Madiun 
G. Kepala Seksi Pekapontren (Moh. Samsul Hadi, SE) 
Uraian Tugas : 
1. Merumuskan  kebijakan teknis di Seksi pendidikan Keagamaan 
dan Pondok Pesantren 
2. Merumuskan strandar pelayanan dan pelaksanaan pemberian 
bantuan kepada Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 
yang meliputi pelayanan pendidikan santri, keja sama 
kelembagaan, pemgembangan potensi dan pelayanan kepada 
masyarakat 
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi 
Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 
4. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga bidang 
5. Melakukan konsultasi dengan Kakandepag 
6. Anggota Baperjakat 
7. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Pegawai dilingkungan Seksi 
Pekapontren 







H. Penyelenggraan Zawa (Drs. Sulhan Hamid A. Ghani, M.pd) 
Uraian Tugas : 
1. Mengkoordinasikan dan mengarahkan tugas-tugas pegawai 
dilingkungan Gara Zawa 
2. Memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang pengelolaan Zakat 
dan Wakaf 
3. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi, bimbingan dan petunjuk 
teknis Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Kandepag Kabupaten Madiun 
5. Bertanggung jawab kepada Kepala Kandepag Kabupaten Madiun 
I. Penyelenggaraan Bimas Kristen (Sutapa, MA) 
Uraian Tugas : 
1. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan teknis meliputi lembaga 
dan sarana agama penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan, 
pendidikan agama Kristen, supervisi pendidikan, dan pelayanan 
keesaan gereja 
2. Penyiap bahan pelayanan dan bimbingan dipenyelenggaraan 
bimbingan masyarakat kristen 
3. Melaksanakan kerja sama atau koordinasi didalam dan luar instansi 
dalam tugas teknis bimas Kristen 
4. Memberi pengarahan, pengawasan, pembinaan dan meminta 
pertnggung jawaban dan pegawai / tugas rutin maupun tugas 




Kristen secara efektif dan efisien serta usulan baik tenaga baru 
maupun mempromosikan demi peningkatan karier dan 
pengembangan pelayanan pengabdian 
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan program kerja bimas 
Kristen 
6. Bertanggung jawab pada Kakandepag Kabupaten Madiun 
J. Penyelenggaraan Bimas Katholik (Rosarius Anton 
Trinendyantoro, S.Pd) 
1. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan teknis meliputi lembaga 
dan sarana agama penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan, 
pendidikan agama Khatolik. 
2. Penyiap bahan pelayanan dan bimbingan dipenyelenggaraan 
bimbingan masyarakat khatolik 
3. Memimpin pelaksanaan dan bimbingan masyarakat khatolik 
4. Menetapkan sasaran dibidang bimbingan masyarakat khatolik 
5. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan 
6. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan 
kepada bawahan 
7. Mengerakkan dan mengarahkan kegiatan  dilingkungan bimbingan 
masyarakat katolik 
8. Memantau pelaksanaan tugas bawahan 
9. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang 
bimas khatolik 




11. Menaggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibimas 
khatolik 
12. Mengadakan rapat dinas dengan bawahan 
13. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan 
14. Menyusun konsep bimbingan dan pelayanan dibidang bimbingan 
masyarakat khatolik 
15. Menyiapkan konsep program kerja Kandepag dibidang bimbingan 
Masyarakat khatolik 
16. Menyiapkan konsep program kerja Kandepag dibidang bimbingan 
masyarakat khatolik 
17. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. HASIL PENELITIAN 
Sebelum membahas tentang Peranan Departemen Agama dalam 
Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Madiun, terlebih dahulu peneliti akan 
menyajikan data tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun 
berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Adapun data-data dalam penelitian 
yang diperoleh sebagai berikut 
 
a) SOSIALISASI INFORMASI PELAYANAN IBADAH HAJI 
Sosialisasi ialah sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan 
kepada masyarakat agar dikenal dan dipahami oleh masayarakat. Kegiatan 
sosialisasi informasi ibadah haji ini disampaikan melalui dua jalur, yaitu jalur 
formal dan non formal. Jalur formal tersebut melalui instansi yang terkait  dengan 
Departemen Agama seperti kantor desa, KUA, Kecamatan dengan cara 
memberikan surat edaran tentang penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten 
Madiun. Sedangkan untuk jalur non formal yaitu melalui forum pengajian 
maupun kelompok-kelompok pangajian bahkan ada juga CJH yang mengetahui 
informasi haji dari para tetangga atau saudara yang sudah berangkat haji. 
Penyelenggaraan dan pengelolaan haji untuk musim haji tahun 
1429H/2008 M tidak sepenuhnya ditangani Departemen Agama Kabupaten 
Madiun, tetapi banyak di tangani oleh instansi non pemerintah atau KBIH yang 




Departemen Agama dalam sosialisasi pelayanan kepada jama’ah. Adapun 
kegiatan sosialisasi informasi pelayanan tersebut meliputi 
1. Pendaftaran Ibadah Haji 
Kegiatan pendaftaran ibadah haji yang meliputi : 
a. Syarat Pendaftaran Ibadah Haji 
Mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 
domisilinya dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk No 15 Tahun 
2006 Pasal-4 Tentang Syarat Pendaftaran Haji tahun 2008/1429H Pasal 4. 
 Syarat Pendaftaran Untuk WNI  
 Syarat Pendaftaran Untuk WNA (Pasal 4) ditambah dengan 3 syarat 
tambahan 
b. Alur Pendaftaran  
c. Prosedur Sistem Pendaftaran Ibadah Haji 
Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam dan Penyelenggaraan Haji (BPIH) Nomor Kw/ 13.3/ H.j.00/ 2133a/2008 
Tentang BPIH Tahun 1429 H / 2008 M. 
 Pendaftaran Haji dengan Sistem Tabungan Haji 
1) Proses Pelunasan BPIH 
2) Syarat pelunasan 
3) Ketentuan Mutasi  
4) Alur Mutasi 
5) Proses Pembatalan 
6) Pembatalan BPIH Lunas 




Waktu maksimal S.O.P (Standart Operasi Pembatalan), sebagai 
berikut:  
 Kandepag Kabupaten Madiun =  2 hari 
 Kanwil Depag Provinsi  =  2 hari 
 Siskohat Pusat   =  2 hari 
 Bendahara BPIH   =  5 hari  
 BPS-BPIH    =  3 hari + 
Jumlah   = 14 hari 
2. Waktu dan Tempat pendaftaran Ibadah Haji 
  Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2008 
tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2007/2008. Menindak 
lanjuti surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor: 
Dt.VII.II / Hj.00 /...O j / 2008 tanggal 8 Agustus, perihal sebagaimana tersebut 
pada pokok surat dengan ini disampaikan bahwa pelunasan BPIH tahun 1429 H 
dimulai hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan 10 September 2008 
atau setelah mencapai kuota yang telah ditetapkan ditiap-tiap propinsi. 
3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diantaranya adalah : 
a. Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
b. Prosedur pembayaran  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
c. Waktu dan Tempat Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) 
4. Pelayanan Kesehatan para calon Jama’ah Haji 




Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan oleh para calon 
jama’ah haji ada 2 (dua) tahap, yaitu 
1. Pemeriksaan Kesehatan Pertama 
2. Pemeriksaan Kesehatan Kedua 
b. Penyuluhan Kesehatan dan Gizi kepada Para Calon Jama’ah Haji 
c. Petunjuk Umum Makanan untuk calon jama’ah haji yang menderita 
penyakit 
d. Kebugaran (Kesamaptaan) dan Aklmatisasi 
b) PEMBIMBINGAN MANASIK IBADAH HAJI 
  Didalam kloter tersebut terdapat petugas yang menyertai jama’ah haji yang 
terdiri: 
a) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter. 
b) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) sebagai pembimbing 
ibadah haji. 
c) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagai petugas pelayann 
kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) dokter dan 2 (dua) peramedis. 
d) Ketua Rombongan (Karom). 
e) Ketua Regu (Karu) 
  Pembagian kloter jama’ah haji Kabupaten Madiun tahun 2007/2008 terdiri 
dari kloter 87 yang meliputi  24 regu dan terbagi dalam 6 (enam) rombongan dan 
terdiri dari 251 jama’ah haji yang didampingi dari Tim Pemandu Haji Indonesia 
(TPHI) sebagai ketua kloter 1 (satu) orang, Tim Pembimbing Ibadah Haji 
Indonesia (TPIHI) sebagai pembimbing ibadah haji 1 (satu) orang, dan Tim 




dari 1 (satu) dokter dan 2 (dua) peramedis yang jumlahnya 3 (tiga) orang. Berikut 
























  Jama’ah haji dari Kabupaten Madiun pada kloter 87 digabung dengan CJH 
dari Kota Madiun dan Kota Surabaya.  
  Adapun jadwal pemberangkatan dan pemulangan jama’ah haji khusus 
Kabupaten Madiun seperti tertera dalam tabel berikut: 
TABEL II .1I 
Jadwal Pemberangkatan dan Pemulangan Jama’ah Haji Embarkasi 
Surabaya Khusus Kabupaten Madiun Tahun 1429 H/2008 M 
Gelombang 2 (dua ) Kloter 87 
PEMBERANGKATAN JAMA’AH HAJI PEMULANGAN JAMA’AH HAJI 
· Masuk Asrama Haji Embarkasi SBY 
Tgl: 01 Desember 2008 
Pkl: 09.00 Wib 
· Berangkat / Take off 
Tgl: 02 Desember 2008 
Pkl: 07.45 Wib 
· Tiba di Saudi 
BDR: JED 
Tgl  : 02 Desember 2008 
Pkl  : 14.10 
· Nomor Pesawat 
SV 5055 
· Jumlah Jama’ah Haji 
253 jama’ah / orang = 251  
Meninggal I (satu) orang 
· Berangkat dari Bandara MED 
Tgl: 09 Januari 2008 
Pkl: 03.01 
· Tiba di Indonesia 
Tgl: 09 Januari 2008 
Pkl: 17.00 
· Nomor Pesawat 
SV 5052 
· Nama Petugas Kloter 
1. Drs. H Sutoyo, M.Ag  
Tim Pemandu Haji Indonesia 
(TPHI) 
2. H. M Syahid, S.Ag 





Mutasi 1 (satu) orang 
· Petugas Kloter 
TPHI 1 (satu ) Petugas 
TPIHI 1 (satu) Petugas 
TKHI 3 (tiga) Petugas 
 
3. dr H. Mahendra 
Tim Kesehatan Haji Indonesia  
(TKHI) 
4. dr H Danang S 
Tim Kesehatan Haji Indonesia  
(TKHI) 
5. Maryam 
Tim Kesehatan Haji Indonesia  
Sumber: Lampiran Jadwal Pemberangkatan dan Pemulangan Jama’ah Haji 
Embarkasi Surabaya Tahun 1429 H / 2008 M Kantor Departemen Agama 
Wilayah Provinsi Jawa Timur. 
Adapun jadwal pembimbingan manasik ibadah haji Kabupaten Madiun 
tahun 2007/2008 diatur sebagai berikut: 
TABEL II.III 
Jadwal Bimbingan Massal, Kelompok dan Pemantapan Regu, 
Rombongan pada bulan Agustus, September, dan Oktober untuk Kabupaten 
Madiun  tahun 2008 M/1429 H 















§ Bimbingan Manasik 
§ Bimbingan Kesehatan 
· Pembentukan Kloter, 
































































· Bimbingan Perjalanan 
Haji 
1. Panduan Perjalanan 
Haji  
a. Kegiatan di Tanah 
Air 
b. Kegiatan di Arab 
Saudi 
2. Kesehatan dalam 
Ibadah Haji 
3. Bimbingan Manasik 
Haji 
a. Akhaqul Karimah 
b. Adat Istiadat 
bangsa Arab 
4. Bimbingan manasik 
haji   
a. Niat Haji dan 
Umrah 
b. Thowaf 
5. Bimbingan Manasik 
Haji 
a. Sa’i 


























































































6. Bimbingan Manasik 
Haji 
a. Mabit di Mina dan 
Lontar Jamarot 
b. Thowaf Ifadhoh 
dan wada’ 




8. Peragaan Mansik Haji 
a. Wukuf di arafah 
b. Lontar Jamarot 
9. Hikmah Ibadah Haji 
10. Pelestarian Ibadah 
Haji 
· Pemantapan Regu dan 
Rombongan 
· Ta’limatul Haji 
· Konsolidasi Kloter 









































 Dalam rangka mencapai kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan 
pembimbingan manasik ibadah haji, maka kantor Departemen Agama Kabupaten 
Madiun perlu memperhatikan hal-hal berikut : 
a. Kelengkapan dan Cara Penyampaian  Materi Manasik Ibadah Haji 
a) Bentuk bimbingan Massal 
b) Bentuk Bimbingan Kelompok 
Selain para calon jama’ah haji, para Karu dan Karom juga mendapat 
pemantapan materi sendiri di Embarkasi agar mereka dapat menjalankan tugasnya 














b. Ketersediaan dan Kelengkapan Sarana/Alat Praktik Manasik Ibadah Haji 
Sarana/alat yang diperlukan dalam pelaksanaan praktik manasik haji yang 
dimiliki oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun, yaitu meliputi : 
a) Sound System/Pengeras suara   :1 buah 
b) Proyektor      :1 buah 
c) OHP dan Wireless     :1 buah 
d) VCD Player      :1 buah 
e) Televisi      :1 buah 
f) Peta dan Poster tentang Ibadah Haji   :1 buah 
g) Maket Ka’bah Besar     :1 buah 
h) Maket Ka’bah Kecil     :1 buah 
i) Maket Masjidil Haram    :1 buah 
j) Pakaian Ihram 
k) Kaset dan  VCD Perjalanan Ibadah Haji  
l) Buku Paket Panduan Ibadah Haji yang terdiri dari Buku Bimbingan Manasik Haji, 
Panduan Perjalanan Ibadah Haji, Tanya Jawab Ibadah Haji, dan Doa dan Dzikir 
Ibadah Haji. 
c. Praktik Manasik Ibadah Haji 
c) KOORDINASI DARI DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN 
DENGAN LEMBAGA LAIN DAN INSTANSI NON PEMERINTAH. 
  Setiap lembaga atau instansi dapat mengemukakan usulan maupun kendala yang 
sedang dihadapi khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji yang nantinya dapat 





a) Adanya Pertemuan dengan Pihak Bank 
b) Adanya pertemuan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH). 
c) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah  
B. PEMBAHASAN 
Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan kewajiban Pemerintah dalam hal ini 
adalah Departemen Agama sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Nasional yaitu 
memeberikan pelayanan, mengatur serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan oleh para Calon Jama’ah Haji. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan ibadah haji 
dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman serta para calon jama’ah haji dapat 
menunaikan ibadah haji secara mandiri sesuai dengan tuntutan agama sehingga pada 
akhirnya memperoleh haji yang mabrur. 
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan dasar hukum perhajian di Indonesia 
menyebutkan dalam pasal 6 (enam) yaitu Pemerintah berkewajiban melakukan 
pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, 
Bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan dan 
hal-hal lain yang diperlukan oleh Jama’ah Haji. Pemerintah dalam hal ini adalah 
Departemen Agama sebagai penyelenggara dan fasilitator dalam kegiatan pelaksanaan 
penyelenggaraan ibadah haji nasional memiliki kewenangan untuk memberikan 
pelayanan, mengatur, dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan olesh 




Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan dasar hukum perhajian di Indonesia 
menyebutkan dalam pasal 6 (enam) yaitu Pemerintah berkewajiban melakukan 
pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, 
bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan dan 
hal-hal lain yang diperlukan oleh Jama’ah Haji. Pemerintah dalam hal ini adalah 
Departemen Agama sebagai penyelenggara dan fasilitator dalam kegiatan pelaksanaan 
penyelenggaraan ibadah haji nasional memiliki kewenangan untuk memberikan 
pelayanan, mengatur, dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 
para calon jama’ah haji dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. 
Peranan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten 
Madiun tahun 2007/2008 hanya mencakup dan focus pada Sosialisasi informasi 
mengenai Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu 
Pendaftaran Ibadah Haji dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Pelayanan 
Kesehatan dan Bimbingan Manasik Haji kepada calon jama’ah haji di tanah air. 
Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji merupakan kewajiban dari Departemen 
Agama Kabupaten Madiun. Dalam rangka penyelengaraan tugas tersebut, Departemen 
Agama Kabupaten Madiun memberikan pelayanan berupa :  
A. SOSIALISASI INFORMASI PELAYANAN IBADAH HAJI 
Sosialisasi ialah sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada 
masyarakat agar dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu kegiatan 
sosialisasi informasi pelayanan ibadah haji ini merupakan suatu hal yang sangat penting 




menunaikan ibadah haji yang terdapat diseluruh Kabupaten Madiun. Masyarakat dapat 
mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan ibadah haji yang di selenggarakan 
oleh pemerintah khususnya Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2008. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk menyampaikan informasi seputar pelaksanaan ibadah haji, seperti 
besarnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), jadwal dan proses pendaftaran ibadah 
haji, bimbingan manasik haji, serta proses perjalanan ibadah haji tahun 2008 yang  akan 
dilaksanakan oleh Departemen Agama Kabupaten Madiun. 
Kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji ini disampaikan melalui dua jalur, yaitu 
jalur formal dan non formal. Jalur formal tersebut melalui instansi yang terkait  dengan 
Departemen Agama seperti kantor desa, KUA, Kecamatan dengan cara memberikan surat 
edaran tentang penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk jalur 
non formal yaitu melalui forum pengajian maupun kelompok-kelompok pangajian 
bahkan ada juga CJH yang mengetahui informasi haji dari para tetangga atau saudara 
yang sudah berangkat haji. Petugas haji memberikan penyuluhan serta memberikan 
informasi mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji Kabupaten Madiun 
kepada masyarakat secara langsung. Untuk penyiaran informasi haji yang dilakukan 
melalui media massa dilaksanakan oleh Departemen Agama ditingkat pusat atau 
provinsi.hal ini di ungkapkan oleh Bapak Muhammad Tafrikhan,S.Ag (Kepala Seksi 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kepala Bimbingan Manasik Haji tahun 2007/2008) 
sebagai berikut : 
“…Jadi lewat media massa itu bukan dari Madiun yang mengumumkan tapi 




tidak menyiarkan dari radio-radio atau televisi lokal…Karena sudah 
dikomunikasikan oleh pemerintah pusat…”(wawancara 4 Mei 2008). 
Selain itu, informasi tersebut juga disampaikan melalui pelayanan secara langsung 
kepada calon jama’ah haji yang datang secara langsung ke Sekretariat Haji dan Umrah 
Kabupaten Madiun. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sebelum pelunasan haji  dibuka 
pada tanggal 11 Agustus dan di tutup pada 10 September 2008 setelah ada ketetapan dari 
pemerintah mengenai pelaksanaan ibadah haji, khususnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji 
(BPIH). 
Namun calon jama’ah haji di Kabupaten Madiun memperoleh informasi tersebut 
dari teman, tetangga, saudara, tetapi kebanyakan datang langsung ke Kantor Departemen 
Agama Kabupaten Madiun untuk mengetahui informasi haji secara langsung. Dengan 
demikian, calon jama’ah haji memperoleh informasi haji pelaksanaan haji dari 
pemberitaan yang disampaikan oleh pemerintah pusat atau provinsi. 
Adapun kegiatan sosialisasi informasi pelayanan tersebut meliputi : 
1. Pendaftaran Ibadah Haji 
Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam yang ingin 
menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi syarat sesuai tuntunan syariat adalah 
melaksanakan pendaftaran ibadah haji. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka para 
calon jama’ah haji harus memperhatikan dengan baik dan seksama hal-hal apa saja yang 
harus dipenuhi dan dilakukan dalam pendaftaran ibadah haji tersebut sehingga 
pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa gangguan dan 
hambatan apapun. Kegiatan pendaftaran ibadah haji yang meliputi : 




Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat sesuai 
tuntunan agama yang akan menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan diri ke Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota domisilinya dengan persyaratan yang telah 
ditentukan untuk No 15 Tahun 2006 Pasal-4 Tentang Syarat Pendaftaran Haji tahun 
2008/1429H Pasal 4, sebagai berikut : 
· Syarat Pendaftaran Untuk WNI : 
1. Beragama Islam  
2. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas 
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 
· Syarat Pendaftaran Untuk WNA (Pasal 4) ditambah dengan : 
1. Memiliki paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 
terhitung sejak hari keberangkatannya 
2. Memiliki dokumen keimigrasian/izin tinggal yang berlaku sekurang-kurangnya 6 
(enam) bulan terhitung sejak hari keberangkatan haji 
3. Memiliki izin masuk kembali (re-antry permit) ke Indonesia 
b. Alur Pendaftaran  
1. Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first come 
first served 
2. Calon Haji Membuka Tabungan Haji pada Bank Penerima Setoran Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang sudah dibekerjasama dengan 
Departemen Agama RI dan sudah tersambung dengan Sistem Komputerisasi Haji 




3. Rekening Tabungan Haji dari Calon Haji setelah mencapai di atas Rp. 
20.000.000,00 (20Juta), Calon Haji datang ke Kandepag setempat sesuai dengan 
domisili untuk: 
 Mengisi SPPH dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan 
 Pengambilan foto berwarna pada Koperasi, berlatar belakang putih dan 
brukuran muka tampak 70-80 % 
 Membubuhkn tanda tangan dan Cap Jempol kiri (Finger print) pada SPPH 
4. Calon Haji datang kecabang BPS-BPIH dengan membawa SPPH, 5(lima) lembar 
pas fhoto dan buku Tabungan Haji 
5. BPS-BPIH membuka nota pendebetan rekening tabungan haji sebesar Rp. 
20.000.000,00 (20 Juta) untuk ditransfer ke rekening Menteri Agama. Dirjen 
Penyelengaraan Haji dan Umroh  di cabang BPS-BPIH yang di tunjuk sebagai 
poling dana Tabungan Haji. Cabang BPS-BPIH mengimput nomor pemindahan  
bukuan/transfer dan data SPPH untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian 
Calon Haji mendapatkan bukti setoran awal dan bukti pendebetan 
6. Calon Haji mendaftar ulang ke Kandepag setempat 
Jadi, sebelum melakukan pendaftaran ibadah haji, para calon jama’ah haji harus 
melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di puskesmas setempat untuk 
memperoleh Surat Keterangan Sehat. Selain, itu calon jama’ah haji juga perlu 
memeperhatikan dan memepersiapkan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah sehingga pelaksanaan pendaftaran ibadah haji berjalan baik dan 
lancar.   




Dalam rangka memberikan pelayanan haji dan perlindungan kepada masyarakat 
yang akan menunaikan ibadah haji, maka pemerintah memandang perlu menetapkan 
sistem pendaftaran haji dengan mengeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (BPIH) Nomor Kw/ 13.3/ H.j.00/ 
2133a/2008 Tentang BPIH Tahun 1429 H/2008 M. 
Uraian diatas sesuai dengan penuturan Bapak Muhammad Tafrikhan,S.Ag 
(Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kepala Bimbingan Manasik Haji 
tahun 2007/2008) yang menjelaskan sistem pendaftaran ibadah haji tersebut sebagai 
berikut : 
”.....Pada dasarnya Sistem yang digunakan dalam  pendaftaran haji adalah  
Sistem Tabungan Haji, jadi Sistem Lunas itu tidak ada...”(Wawancaraa 01 April 
2009) 
”.....mengapa Sistem Lunas tidak di berlakukan, karena jama’ah haji pada awal 
pendaftaran hanya di wajibkan membayar sejumlah biaya haji sesuai Kepres 
pada tahun keberangkatan dan dia masuk alokasi porsi pada tahun itu, sehingga 
dengan itu bank akan memeberikan bukti lunas ....”(Wawancara 01 April 2009) 
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa pada musim haji tahun 
2007/2008 pemerintah Kabupaten Madiun hanya menetapkan sistem pendaftaran ibadah 
haji dengan Sistem Tabungan Haji : 
 Pendaftaran Haji dengan Sistem Tabungan Haji 
Prosedur pendaftaran haji dengan sistem tabungan haji meliputi :  
a. Penabung datang ke Kantor Departemen Agama Kabupaten untuk 




sesuai dengan KTP tempat calon jama’ah Haji berdomisili, kemudian 
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Madiun. 
b. Penabung datang ke Kantor Bank penerima Setoran (BPS) tabungan untuk 
setoran Rp. 20.000.000,00. 
c. Bank Penerima Setoran (BPS) melakukan entry data dan  mencetak 
lembar bukti setoran tabungan sebagai tanda bukti memperoleh porsi haji 
pada tahun yang diinginkan bagi penabung. 
d. Penabung mendaftarkan diri pada Kantor Departemen Agama Kabupaten 
Madiun yang mewilayahi daerah domosilinya. 
Pada kesempatan yang lain Bapak Muhammad Tafrikhan,S.Ag menuturkan 
sebagai berikut: 
”.....karena kalau pun jama’ah membuka atau menyetor Rp. 40.000.000,00 (40 
juta) atau melunasi sekalipun tetap yang jama’ah terima dalam setoran awal 
hanya Rp. 20.000.000,00 (20 juta), sisanya yang Rp.20.000.000,00 (20 juta) 
dibuku tabungan yang bentuk buku tabungannya bergambar unta dan kurma dan 
nanti diharuskan melunasi setelah mendapatkan porsi haji....”(Wawancara 01 
April 2009). 
Berdasarkan pernyataan diatas dapat  kita ketahui bahwa penetapan pendaftaran 
ibadah haji dengan sistem tabungan haji telah diberlakukan pada musim haji tahun 
2007/2008. Pendaftaran dengan sistem tabungan haji yang berlaku untuk musim haji 
2007/2008 yang mulai berlaku pada musim haji 2003/2004 , pihak Bank Penerima 




Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) para calon jama’ah haji karena telah 
diberlakukan pendaftaran ibadah haji dengan sistem tabungan haji. 
a. Proses Pelunasan BPIH 
1. Waktu dan besarnya BPIH yang harus dibayar calon jama’ah haji 
ditentukan oleh Pemerintah yang tertuang didalam Peraturan Presiden (PP) 
2. Pada waktu yang telah ditentukan, calon haji datang ke cabang BPS-BPIH 
dengan membawa:  
 Bukti Setoran Awal 
 Setoran kekurangan BPIH 
 5 (lima) lembar pas fhoto 
3. Cabang BPS-BPIH mengimput porsi untuk pelunasan: 
 Menerima setoran kekurangan BPIH (sesuai kurs BI) 
 Mentrasfer dana setoran BPIH ke Rekening Menteri Agama di Bank 
Indonesia 
4. Calon haji menerima bukti setoran BPIH dari Cabang BPS-BPIH 
Untuk mempercepat penyerahan berkas setoran BPIH lunas harus sudah 
berfoto (sama dengan setoran awal dan SPPH)  dan distempel bank, maka perlu 
sosialisasi ke bank, sbb:  
a. Lembar 1 (Putih) diserahkan pada Calon Haji 
b. Lembar 2 (biru) diserahkan pada Kandepag dan ditahan di bank 
c. Lembar 3 (Merah) diserahkan pada Kandepag dan ditahan dibank 
d. Lembar 4 (Kuning) diserahkan pada Kandepag dan ditahan dibank 




f. Proses Qur’an untuk pemberkasan dan pemberangkatan sudah harus 
dilakukan sejak dini. 
g. Selama proses  pelunasan hendaknya Kandepag sudah mengetahui jumlah 
Calon Haji yang tergabung dengan masing-masing KBIH dan jumlah 
Calon Haji Mandiri, serta sudah ada gambaran untuk regu dan 
rombonganya. 
h. Masing-masing daerah sudah waktunya untuk siap sebagai penyangga, 
dengan prinsip:  
 Berangkat dari daerah secara bersamaan, walaupun nanti ada yang 
harus bergabung dengan kloter dibelakangnya/didepannya 
 Apabila harus jadi penyangga akan terpisah dalam bentuk 
(rombongan/regu), kecuali CJH mandiri. Semaksimal mungkin tidak 
akan memecahkan KBIH, kecuali kondisi tidak memungkinkan/harus. 
b.  Syarat pelunasan  
1. Calon Haji yang berhak melunasi BPIH adalah: 
 Calon haji yang memiliki nomor porsi masuk dalam alokasi porsi 
provinsi dan atau porsi kabupaten bagi wilayah yang porsi dibagi per 
Kabupaten. 
 Calon Haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji, telah berusia 
17 tahun ke atas atau sudah menikah 
 Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang sudah menunaikan 




ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Kanwil Departemen Agama 
Provinsi setempat. 
2.  Calon Haji yang sudah penah menunaikan ibadah Haji dan telah 
memperoleh nomor porsi serta masuk dalam alokasi Provinsi  ditetapkan 
menjadi daftar tunggu (waiting list) tahun berjalan. 
3. Calon haji yang mendapatkan porsi dan masuk dalam alokasi porsi 
Provinsi tahun yang bersangkutan namun tidak menyetorkan pelunasan 
BPIH, atau nomor porsinya tidak masuk dalam porsi provinsi tahun yang 
bersangkutan, atau telah melunasi BPIH tetapi tidak dapat berangkat, maka 
secara otomatis menjadi waiting list. 
4. Calon Haji yang telah melunasi BPIH tahun sebelumnya namun tidak 
berangkat dan tidak mengambil BPIHnya, maka harus membayar 
kekurangan BPIH tahun berjalan (apabila lebih dikembalikan dan jika 
kurang harus menambah). 
Alur Calon Haji Tunda : 
 Calon Haji menyelesaikan kekurangan pelunasan BPIH 
 Melapor ke Kandepag domisili dengan membawa lembar bukti 
setoran penambahan BPIH berjalan yang dilengkapi dengan 
lembar pelunasan BPIH tahun sebelumnya. 
 Kandepag meneliti kelengkapan berkas calon haji tersebut, 
meliputi: 
· Bukti Setoran Pelunasan BPIH tahun sebelumnya 




 Proses penyelesaian dokumen sama dengan penyelesaian dokumen 
calon haji biasa. 
5. Dalam hal porsi provinsi tidak terpenuhi sampai batas akhir masa 
pelunasan BPIH, Calon Haji diberikan kesempatan melunasi BPIH sesuai 
dengan urutan nomor  porsi provinsi yang bersangkutan dengan batasan 
waktu tertentu. 
c. Ketentuan Mutasi  
1. Mutasi antar Kabupaten dalam provinsi antar provinsi dan antar zona 
hanya diperbolehkan bagi penggabungan suami/istri dibuktikan dengan 
akte nikah, orang tua/anak dibuktikan dengan akte kelahiran dan atau 
Kartu Keluarga serta alasan perpindahan tugas /dinas dibuktikan dengan 
SK mutasi tugas/dinas dari instansi yang bersangkutan. 
2. Mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dilakukan melalui 
Kandepag Kabupaten kemudian diproses oleh Kanwil Departemen Agama 
yang bersangkutan. 
3. Mutasi antar zona dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen Agama 
Provinsi yang dituju untuk diproses di Direktorat Pelayanan Haji. 
d. Alur Mutasi 
1. Calon Haji mengajukan permohonan mutasi ke Kandepag setempat 
dengan membawa fotocopy BPIH lembar putih dan BPIH lembar biru 





2. Kandepag setempat membuat rekomendasi apabila berkas sudah sesuai 
dengan prosedur, ditujukan pada: 
 Kandepag yang dituju dan tembusan ke Kanwil Depag provinsi 
(mutasi antar Kabupaten dalam provinsi) 
 Kanwil Depag provinsi dan setelah direkomendasi oleh Kanwil 
Departemen Agama Provinsi setempat diteruskan ke Kanwil 
Departemen Agama provinsi tujuan dan tembusan ke Kandepag 
Kabupaten (mutasi antar provinsi dalam zona) 
 Mutasi antar zona harus dilengkapi BPIH asli lembar 1 s/d 5, materi 
Rp.6.000,-sebanyak 2 lembar, pas photo lengkap untuk paspor, surat 
kuasa untuk pengurusan dan surat kuasa untuk pengambilan 
kelebihan/kekurangan BPIH. 
e. Proses Pembatalan 
1. Pembatalan Setoran Awal (20 juta) 
a. Calon Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kepala 
Kandepag Kabupaten disertai dokumen yang disyaratkan: 
 Pengajuan Pembatalan dan Penarikan BPIH dari yang 
bersangkutan bermaterai Rp.6.000,- dan untuk jama’ah yang wafat 
dari ahli waris 
 Bukti BPIH lembar 1 (asli) 
 Foto copy KTP 
 Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan diketahui oleh Camat 




 Surat Keterangan Kematian 
b. Berkas permohonan pembatalan oleh Kandepag setempat diteruskan 
kepada Departemen Agama Pusat melalui Kanwil Departemen Agama 
setempat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran. 
c. Departemen Agama Pusat/Bendahara BPIH memerintah kepada 
Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk 
mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji. 
d. Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan 
pada BPS-BPIH tempat setor tanpa dikenakan potongan biaya. 
f. Pembatalan BPIH Lunas 
1. Calon Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kandepag 
Kabupaten disertai dokumen yang dipersyaratkan. 
2. Berkas permohonan pembatalan oleh Kandepag setempat melalui Kanwil 
Depag setempat diteruskan kepada Departemen Agama pusat untuk 
diproses pembatalan data dan pembayaran. 
3. Departemen Agama Pusat/Bendahara BPIH memerintahkan kepada 
Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal untuk 
mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji. 
4. Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada 
BPS-BPIH tempat setor dikenakan potongan 1%. 




Pengembalian dana BPIH batal diupayakan dapat diproses cepat dengan 
diproses memanfaatkan faximile atau webmail SISKOHAT dengan waktu 
maksimal S.O.P (Standart Operasi Pembatalan). 
2. Waktu dan Tempat pendaftaran Ibadah Haji 
Pada dasarnya pendaftaran ibadah haji untuk musim haji tahun 2007/2008 telah 
diberlakukan peraturan yang baru yaitu waktu pendaftaran ibadah haji terbuka sepanjang 
tahun. Hal ini berarti bahwa pendaftaran haji dapat diberlakukan sepanjang tahun tanpa 
dibatasi kuota pendaftaran disetiap provinsi. Hal senada juga dikatakan oleh kepala Kasi 
Bapak Muhammad Tafrikhan,S.Ag 
”......Untuk daerah Jawa Timur yang berangkat  sebanyak 33.981 orang 
diagendakan sampai tahun 2014. Tapi saat ini pendaftaran baru mencapai 
sekitar 3000 orang, andai sampai tahun 2014 belum mencapai kuota yang 
diagendakan dan kalau pun sudah melebihi kuota pun pendaftaran akan terus 
dibuka sepanjang tahun dan tidak akan pernah ditutup. Calon Haji yang akan 
berangkat atau yang sudah mendapat nomor porsi di tahun 2009 sudah ditata 
siapa saja, mulai bulan Januari 2009 saat pemulangan jama’ah haji 2007/2008. 
Calon haji yang sudah mendapat nomor porsi akan mendapat panggilan setelah 
keluar Kepres....”(Wawancara 1 April 2009).  
Pendaftaran ibadah haji ini dapat dilakukan pada setiap hari dan jam kerja yang 
telah ditentukan dimasing-masing Kantor  Departemen Agama tempat domisili para calon 
jama’ah haji. Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun sendiri telah menetapkan 




”......sebenarnya mulai musim haji tahun 2003/2004 kemarin, pemerintah telah 
menetapkan konsep waktu pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun pada hari 
dan jam kerja yang sudah ditentukan dengan sistem tabungan haji. Departemen 
Agama Kabupaten Madiun menetapkan waktu pendaftaran ibadah haji dibuka 
sepanjang tahun pada setiap hari kerja. Mengenai waktu pelunasan haji tahun 
2007/2008 sesuai dengan peraturan dari pemerintah atau Keputusan Presiden 
yaitu Tentang penyampaian PP No 53 tahun 2008 Tentang BPIH Tahun 1429 
H/2008 M....”(Wawancara 1 April  2009 dan Lampiran Nomor Kw.13.13 / 3 / 
Hj.00 / 2133 a /2008). 
Meskipun semua pendaftar dalam sistem pendaftaran haji sepanjang tahun telah 
dipastikan mendapatkan porsi, namun bukan berarti semua calon jama’ah haji dapat 
menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan para calon jama’ah haji 
harus melunasi Biaya Penyelanggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditentukan pada 
tahun yang bersangkutan, artinya siapa yang terlebih dahulu melunasi Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka dia 
yang berhak memperoleh porsi dan menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut. 
Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2008 tentang 
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2007/2008. Menindak lanjuti surat 
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor: Dt.VII.II / Hj.00 
/...O j / 2008 tanggal 8 Agustus, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan 
ini disampaikan bahwa pelunasan BPIH tahun 1429 H dimulai hari Senin tanggal 11 
Agustus 2008 sampai dengan 10 September 2008 atau setelah mencapai kuota yang telah 




tersebut, calon jama’ah haji tidak dapat melunasi tabungannya, maka pendaftaran 
dinyatakan batal dan apabila ingin menunaikan ibadah haji harus mendaftar ulang di 
Kantor Departemen Agama Kabupaten pada tahun yang akan datang. 
Adapun porsi atau kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Sumber 
Lampiran Kw.13.3/3/Hj.00/2620/2008 Tentang Alokasi Porsi Jama’ah Haji Tahun 1429 
H / 2008 M untuk wilayah provinsi Jawa Timur adalah berjumlah CJH 33.981 orang, 380 
Petugas sehingga jumlah total 34.298 orang. 
3.  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
Dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan menunjang pelaksanaan 
ibadah haji, pemerintah memandang perlu menetapkan besarnya Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji (BPIH) tahun 2007/2008. 
a. Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
Pemerintah harus menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi 
dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan sesuai perbedaan besarnya tarif 
penerbangan haji per zona. 
Ketentuan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 
Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2007/2008. Pasal 
2 ayat (1) pada Keputusan Presiden ini disebutkan bahwa:  
”...Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2008 M / 1429 H, terdiri 
dari komponen US Dolar untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di 




Untuk Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2008 tentang Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2007/2008. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) 
isinya : 
”....Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dibayarkan secara lunas 
kepada rekening Menteri Agama melalui bank penerima setoran biaya 
penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran 
haji....” 
”....Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai 5 (lima) hari kerja setelah 
tanggal ditetapkan peraturan ini, dan berlangsung selama 22 (dua puluh dua) 
hari kerja atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan....” 
Perihal sebagaimana tersebut pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 
Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2007/2008. Pasal 
5 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan bahwa pelunasan BPIH tahun 1429 H dimulai hari 
Senin tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan 10 September 2008 atau setelah mencapai 
kuota yang telah ditetapkan ditiap-tiap provinsi. 
Wilayah Kabupaten Madiun termasuk dalam Zona II yaitu zona yang termasuk 
dalam Embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya. Oleh karena itu penentuan besarnya Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2007/2008 untuk Kabupaten Madiun yang 
berdasar tarif penerbangan haji per zona, yaitu:  
a. Biaya Penerbangan Haji dan Biaya Operasional di Arab Saudi adalah sebesar 
US $ 3,430. 




Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah di tentukan diatas 
harus dibayar oleh para calon jama’ah haji Kabupaten Madiun tahun 2007/2008 dalam 
mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank indonesia yang berlaku pada hari dan 
tanggal pembayaran. Sehingga jumlah setoran yang dibayarkan untuk biaya penerbangan 
haji dan biaya operasional di Arab Saudi haji yang diperhitungkan dalam US Dolar 
berbeda antara jama’ah haji yang satu dengan yang  lain. Namun hal ini tidak 
mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada para calon jama’ah haji 
di dalam negeri maupun di Arab Saudi kecuali para calon jama’ah haji  khusus yang 
besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) lebih besar.  
b. Prosedur pembayaran  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
Hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh para calon jama’ah haji adalah 
mengenai prosedur pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sesuai 
dengan pilihan para calon jama’ah haji. 
Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini dapat dilakukan 
dengan Sistem Tabungan Haji. 
1. Pembayaran BPIH dengan Sistem Tabungan Haji 
Prosedur pembayaran calon jama’ah haji dengan sistem tabungan haji yang akan 
melunasi BPIH adalah sebagai berikut: 
a. Calon jama’ah haji memeriksakan kesehatan dipuskesmas domisili calon jama’ah 
haji untuk mendapatkan Surat Keterangan Sehat. 
b. Apabila calon jama’ah haji pada waktu membuka tabungan haji belum mengisi 
Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), maka calon jama’ah haji tersebut datang ke 




formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan ditandatangani oleh calon 
jama’ah haji yang bersangkutan dan petugas Kantor Departemen Agama 
Kabupaten setempat. 
c. Calon jama’ah haji dengan membawa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) 
datang ke Kantor Bank Penerima Setoran  Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPS-BPIH) tempat menyetor semula dengan membawa buku tabungan haji dan 
foto berwarna terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak dua lembar untuk ditempel pada 
lembar bukti setor lunas Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). 
d. Kantor Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) 
melakukan konfirmasi data calon jama’ah haji sesuai dengan data yang di-enty 
pada saat pelunasan tabungan ke dalam Sistem Komputerisasi Terpadu 
(SISKOHAT) Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-
BPIH). 
e. Calon jama’ah haji melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) sesuai 
dengan Keputusan Presiden RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) tahun 2007/2008. 
f. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) 
mencetak bukti setor BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, meliputi : 
1. Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai Rp. 6000,00 dan pas 
photo berwarna ukuran 3X4 untuk calon jama’ah haji. 
2. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pas photo berwarna berukuran 




3. Lembar ketiga (warna kuning) untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten 
Madiun. 
4. Lembar keempat (warna biru) untuk Lampiran Surat Panggilan Masuk 
Asrama (SPMA), diserahkan kepada panitia Penyelenggaraa Ibadah Haji 
(PPIH) Embarkasi pada saat calon jama’ah haji masuk asrama. 
5. Lembar kelima (warna putih) untuk Bank Penerima Setoran Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah haji (BPS-BPIH) 
g. Calon jama’ah haji setelah menerima bukti setoran  Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji (BPIH) lunas tahun 2007/2008 segera mendaftarkan diri kepada 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun yang dimulai hari Senin tanggal 
11 Agustus 2008 samapai dengan 10 September 2008 setelah menerima lembar 
bukti setor lunas BPIH dengan menyerahkan: 
1. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Kabupaten Madiun. 
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya. 
3. Bukti setor BPIH lembar kedua (warna merah muda) dan ketiga (warna 
kuning). 
4. Pasphoto warna terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkacamata (boleh 
berjilbab bagi yang wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3 X 4 sebanyak 16 
lembar dan 4 X 6 sebnayak 2 lembar untuk Paspor Haji, Surat Panggilan 
Masuk Asrama (SPMA), dan tanda pengenal jama’ah. 




h. Petugas Kantor Departemen Agama kabupaten Madiun setelah menerima 
kelengkapan persyaratan pendaftaran calon jama’ah haji, melakukan aktivitas-
aktivitas sebagai berikut: 
1. Meneliti kelengkapan pendaftaran calon jama’ah haji 
2. Mencatat nama dan identitas calon jama’ah haji kebuku agenda pendaftaran, 
dan memberikan bukti pendaftaran yang telah ditandatangani petugas haji 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun. 
3. Membuat laporan pendaftaran calon jama’ah haji ke Kantor Wilayah 
Departemen Agama Provinsi. 
Oleh karena itu, para calon jama’ah haji tahun 2007/2008 Kabupaten Madiun 
yang tidak sanggup melunasi Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sampai dengan 
batas waktu yang telah ditentukan, dianggap batal berangkat ke Tanah Suci Mekkah. 
Namun, ia tetap memperoleh porsi haji apabila telah menyetor sesuai besaran yang telah 
ditentukan yaitu minimal Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) ke Bank Penerima Setoran 
(BPS) yang telah ditetapkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun yang 
tersambung dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Selanjutnya calon 
jama’ah haji dapat menunaikan ibadah haji pada tahun yang akan datang dengan 
ketentuan mendaftar ulang ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun dan telah 
sanggup melunasi kekurangan setorn Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai 
dengan besaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun yang bersangkutan. 
c. Waktu dan Tempat Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagaimana dibayarkan 




Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) sejak dimulai pelunasan tabungan dan 
pendaftaran haji. 
Pelunasan tabungan dimulai hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 sampai dengan 
10 September 2008 atau setelah mencapai kuota yang telah ditetapkan ditiap-tiap 
provinsi. Waktu yang ditetapkan oleh Kantor Deprtemen Agama Kabupaten Madiun 
untuk pelunasan tabungan dan pembayaran lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) calon jama’ah haji tahun 2007/2008, berdasarkan pada hari dan jam kerja Bank 
Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dan sesuai dengan 
Pedoman Teknis Pendaftaran haji Tahun 2008 M/ 1249 H. 
Uraian diatas sesuai dengan penuturan Bapak Muhammad Tafrikhan,S.Ag 
Berikut ini: 
”.....Mengenai waktu pelunasan, maupun besarnya BPIH yang harus disetor dan 
hal-hal lainnya...itu sesuai dengan peraturann yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat, kami hanya mengikuti peraturan yang sudah ada...untuk 
prosedur pembayaranya harus sesuai dengan sistem tabungan haji 
.....”(Wawancara 01 April 2009). 
Mengenai tempat pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan 
koordinasi atau kerjasama yang dilakukan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten 
Madiun dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Sistem 
Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)  (BPS BPIH),  
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) juga di atur dalam Undang-Undang 




”....Besaran BPIH disetor ke rekening Menteri Agama melalui bank syariah 
dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri....” 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008  Pasal 23 ayat (1) 
yang isinya : 
”....BPIH yang disetor ke rekening Menteri Agama melalui bank syariah dan/atau 
bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikelola oleh 
Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat....” 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Tafrikhan,S.Ag adalah 
sebagai Berikut : 
”.....Sedangkan BPS BPIH yang ada di Kabupaten Madiun yaitu Bank JATIM, 
BNI, BRI, MANDIRI, BTN dan MUAMALAT. Bank Muamalat satu-satunya Bank 
yang mau melunasi BPIH apabila CJH sudah mendapat nomor porsi dan surat 
Surat penndaftaran Pergi Haji (SPPH), tapi CJH wajib membayar sebelum 
berangkat....”(Wawancara 01 April 2009). 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas, kita dapat mengetahui bahwa 
tempat penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat dilakukan diseluruh 
Bank Penerima Setoran (BPS) dalam satu provinsi calon jama’ah haji yang tersambung 
dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ada 6 (enam) kantor cabang 
bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji (BPS BPIH) yang telah 
tersambung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang ditentukan 
oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun adalah: PT Bank Mandiri, PT Bank 
Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Muamalat Indonesia 




4. Pelayanan Kesehatan para calon Jama’ah Haji 
Setiap calon jama’ah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji 
hendaknya menjaga kesehatan dirinya dengan menggikuti petunjuk bimbingan kesehatan 
dan memeriksakan atau mengontrol kesehatanya secara teratur sejak dari pemeriksaan 
kesehatan pertama hingga saat keberangkatan. Hal ini penting agar calon jama’ah haji 
yang sehat tetap terpelihara kesehatannya. Sedangkan calon jama’ah haji dengan resiko 
tinggi dapat terkontrol penyakitnya. 
Pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi para calon jama’ah haji ini dilakukan 
pada saat persiapan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji atau ketika di tanah air. 
Kegiatan tersebut dilaksankan di Puskesmas tempat calon jama’ah haji berdomisili, 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten dan tempat-tempat latihan kebugaran 
yang diselenggarakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)  
a. Pemeriksaan Kesehatan Para Calon Jama’ah Haji 
Salah satu syarat pendaftaran ibadah haji yang telah ditentukan oleh Kantor 
Departemen Agama  Provinsi Wilayah Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 6 
(enam) yang isinya: 
”...Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan dengan meyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah 
Haji, akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, Keamanan, dan hal-hal 
lain yang diperlukan oleh jama’ah haji...”. 
Para calon jama’ah haji harus menyertakan Surat Keterangan Sehat yang 
dapat diperoleh apabila calon jama’ah haji telah melaksanakan pemeriksaan 




harus dipastikan dalam kondisi yang sehat secara jasmani. Hal ini sangat penting 
mengingat para calon jama’ah haji akan menghadapi medan dan cuaca yang sangat 
berbeda dengan kondisi di tanah air yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan 
sehingga dibutuhkan kesehatan fisik yang optimal dari calon jama’ah haji yang 
bersangkutan. 
Dalam mengantisipasi hal tersebut, sejak pendaftaran ibadah haji, para calon 
jama’ah haji diharuskan memeriksakan kesehatanya keinstansi yang berwenang yang 
ditunjuk oleh pemerintah sebelum secara resmi terdaftar sebagai calon jama’ah haji. 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun bekerjasama dan berkoordinasi 
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Puskesmas atau Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) yang ada di wilayah Kabupaten Madiun untuk menyelenggarakan 
pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada para calon jama’ah haji. 
Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan oleh para calon 
jama’ah haji ada 2 (dua) tahap, yaitu 
1. Pemeriksaan Kesehatan Pertama 
Pemeriksaan kesehatan pertama dimaksudkan untuk mengetahui status kesehatan 
setiap calon jama’ah haji sebagai penyaringan awal dan merupakan langkah 
pertama yang harus dilakukan oleh seluruh calon jama’ah haji di Indonesia tanpa 
terkecuali. Hal ini berarti juga berlaku bagi seluruh calon jama’ah haji di 
Kabupaten Madiun. Pemeriksaan pertama dilakukan oleh dokter atau petugas 
Kesehatan atau Puskesmas setempat sesuai dengan domisili calon jama’ah haji 
maupun KTP yang dimiliki. Dalam pemeriksaan kesehatan ini, seluruh calon 




darah, dan tekanan darah sehingga kondisi tubuh calon jama’ah haji dapat 
terdeteksi termasuk penyakit-penyakit yang dideritanya. 
Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama ini, dokter atau petugas 
dari Puskesmas tersebut mengisi formulir Surat Keterangan Sehat sebagai salah 
satu bukti bahwa calon jama’ah haji yang bersangkutan telah mengikuti 
pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Selanjutnya, Surat Keterangan Sehat ini 
digunakan sebagai syarat pendaftaran ibadah haji untuk memperoleh Buku 
Kesehatan jama’ah haji indonesia apabila calon jama’ah haji tersebut telah 
mendaftarkan diri secara resmi ke Kantor Departeman Agama Kabupaten 
Madiun.  
2. Pemeriksaan Kesehatan Kedua 
 Pemeriksaan Kesehatan kedua dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Panti Waluyo Kabupaten Madiun yang berfungsi untuk mengecek 
kembali kondisi calon jama’ah haji dan menentukan apakah calon jama’ah haji 
dan menentukan apakah calon jama’ah haji yang bersangkutan telah memenuhi 
syarat kesehatan guna menunaikan ibadah haji. 
Pada pemeriksaan kedua ini, dilakukan pemeriksaan kesehatan, penyuntikan 
vaksin meningitis (suntikan antisipasi flu) dan test kehamilan bagi calon jama’ah 
haji wanita Pasangan Usia Subur (PUS) oleh dokter atau petugas kesehatan yang 
berwenang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Suntikan maningitis 
merupakan keharusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi agar selama di 
Arab Saudi, tubuh calon jama’ah haji mendapat kekebalan terhadap penyakit 




Hal tersebut juga diungkapkan salah satu jama’ah haji tahun 2008 oleh Ibu 
Sumiati asal Banjarsari berikut penuturanya : 
”.....Suntikan maningitis di Rumah Sakit Daerah di Caruban yang 
dilakukan pada tahap keduar cek kesehatan yang beguna untuk kekebalan 
tubuh terhadap cuaca dan pencegah flu.....”(Wawancara 03 Mei 2009). 
Dalam pemeriksaan kesehatan baik tahap pertama maupun tahap kedua, 
pada calon jama’ah haji masih dipungut biaya yang besarnya tergantung dari 
tingkat kesehatan dan kompleksitas pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau 
petugas kesehatan.calon jama’ah haji yang berusia 60 tahun keatas, pemeriksaan 
kesehatan dilaksankan lebih cermat dan teliti mengingat usia tersebut merupakan 
usia resiko tinggi dalam dalam menunaikan ibadah haji. Apabila terdapat calon 
jama’ah haji yang memiliki penyakit tertentu yang dapat mengganggu kelancaran 
dalam pelaksanaan ibadah haji, maka dokter atau petugas kesehatan 
menganjurkan untuk perawatan maupun pengobatan secara teliti dan teratur agar 
penyakit yang diderita dapat disembuhkan dan terkontrol kondisinya sehingga 
tidak mengganggu kelancaran dan kekhusyukan dalam menunaikan ibadah haji.  
b. Penyuluhan Kesehatan dan Gizi kepada Para Calon Jama’ah Haji 
Penyuluhan kesehatan dan gizi ini diberikan kepada calon jama’ah haji pada 
saat pembimbingan manasik haji mengenai materi penyuluhan kesehatan dan gizi 
yang berpedoman pada Buku Paket Bimbingan Haji yang diterbitkan oleh 
Departemen Agama Republik Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh 
tutor/pembimbing yaitu dokter atau petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 




Adapun penyuluhan kesehatan dan gizi kepada para calon jama’ah haji meliputi 
aspek-aspek berikut ini: 
1. Pensyuluhan tentang penyakit yang diderita. 
2. Penyuluhan kesehatan tentang perubahan perilaku sesuai dengan kondisi yang 
akan dihadapi di Arab Saudi. 
3. Pembinaan gizi yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Prinsip-prinsip makanan bergizi agar tubuh tidak kekurangan gizi, maka menu 
makanan harus mengandung beberapa unsur: 
1) Karbohidrat 
Terdapat pada makanan pokok sepaerti beras, terigu atau roti, kentang, 
jagung, sagu, dan umbi-umbian. 
2) Protein 
Terdapat pada daging, ikan ,tahu, susu, dll 
3) Lemak 
Terdapat pada minyak, mentega, margarin, keju, gajih, dll 
4) Vitamin 
Tedapat pada sayur-sayuran, mineral, dan buah-buahan. 
5) Air 
b. Petunjuk Umum Makanan sehat, meliputi: 
1) Makanan yang beraneka ragam dari golongan makanan pokok, lauk pauk, 
sayuran, buah, sari buah dan susu. 




3) Makanlah buah-buahan yang berwarna dan yang banyak mengandung 
cairan, pilihlah jenis yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk. 
4) Kurangi makanan yang mengandung lemak tinggi 
5) Perbanyaklah makanan yang banyak mengandung zat tepung seperti 
biskuit, roti dan membatasi makanan manis yang mengandung gula murni. 
6) Minumlah air matang. 
c. Petunjuk Umum Makanan untuk calon jama’ah haji yang menderita penyakit, 
meliputi: 
1) Penderita Kencing Manis 
a) Makan makanan yang cukup untuk tubuh dan beraneka ragam. 
b) Menghindari  makanan yang berlebihan atau yang membahayakan 
kesehatan. 
c) Makan secara teratur setiap waktu sesuai kebutuhan. 
d) Jumlah kalori makanan yang dimakan dianjurkan sesuai dengan 
beratnya penyakit. 
e) Semua jenis makanan boleh digunakan sesuai jumlah yang ditentukan, 
kecuali gula pasir, gula merah, sirup, jeli, buah-buahan yang 
diawetkan dengan gula, susu, kental, minuman botol, es krim, kue 
manis, dodol, cake, abon dan dendeng manis 
f) Calon jama’ah haji ynag bersangkutan dianjurkan mengikuti petunjuk 
tentang dietnya. 




a) Makan makanan yang beraneka ragam dalam jumlah dan mutu yang 
sesuai dengan kebutuhan tubuh 
b) Jangan memakan makanan yang berlemak dan gurih 
c) Mengurangi makan kue-kue yang terlalu manies seperti dodol, cake, 
dll. 
d) Menghindari makanan yang banyak mengandung serat (kangkung) dan 
banyak gas (kol). 
e) Menghindari makan cabe dan yang merangsang. 
f) Dilarang minum minuman yang bersoda, kopi, teh kental dan 
mengandung alkhohol. 
g) Membatasi makanan yang mengandung garam. 
3) Penderita Tekanan Darah Tinggi 
a) Makan makanan yang beraneka ragam dan pertimbangkan kondisi 
berat badan. Bila kegemukan, maka dianjurkan untuk mengurangi 
makanan yang mengandung karbohidrat (nasi, jagung,dll) 
b) Menggunakan minyak jagung, minyak wijen atau minyak biji matahari 
untuk memasak makanan. 
c) Makan sayuran dan buah-buahan segar yang banyak mengandung 
vitamin C seperti jeruk, apel dan pir. 
d) Membatasi pemakaian garam. 
4) Kontrasepsi dan Pengaturan Haid 
a) Kontrasepsi bagi calon jama’ah haji pasangan usia subur diperlukan, 




Haid dapat diatur agar supaya tidak mengganggu pelaksanaan ibadah 
haji. Haid dapat diatur saat datangnya, baik dimajukan atau ditunda, 
antara lain dengan menggunkan hormon esrtogen, progesteron, 
maupun kombinasi keduanya. 
 
 
d. Kebugaran (Kesamaptaan) dan Aklmatisasi 
Agar mencapai kesehatan yang optimal, calon jama’ah haji hendaknya 
melakukan latihan kebugaran (kesamaptaan) atau dengan cara berolah raga 
aerobik maupun senam tubuh. Latihan ini dilakukan secara periodik 2-3 kali 
seminggu selama kurang lebih 6 bulan sampai saat keberangkatan ke Tanah 
suci Mekkah. 
Kegiatan sosialisasi informasi pelayanan ibadah haji ini merupakan kegiatan yang 
sangat penting karena terkadang masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang 
memahami dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 
Adapun penuturan Bapak Muhammad Tafrikhan S.Ag KASI Kabupaten madiun 
tahun 2008 sebagai berikut:  
”....kegiatan sosialisasi informasi pelayanan ibadah haji oleh kantor Departemen 
Agama Kabupaten Madiun dilakukan oleh aparat birokrasi dari pihak Depag 
serta penyebaran dan pengiriman surat-surat keseluruh kecamatan di Kabupaten 
Madiun...Depag sudah tidak menyiarkan informasi melalui media radio...malah 
kebanyakan calon jama’ah haji langsung datang ke Depang Kabupaten Madiun 




yang telah ditentukan dan biasanya petugas-petugas di bank-bank juga 
memberikan penjelasan tentang BPIH dan setorannya kepada para calon 
jama’ah haji yang menanyakanya.....”(Wawancara 02  April  2009). 
Lain halnya dengan para calon jama’ah haji di Kabupaten Madiun merasakan 
betapa pentingnya informasi pelayanan ibadah haji ini. Mereka memperoleh informasi 
dari para tetangga, saudara, maupun datang langsung ke Kantor Departemen Agama 
Kabupaten Madiun. Hal ini sesuai sesuai dengan pengakuan Ibu Sadimin jama’ah asal 
kabupaten madiun. 
”.... Saya tahu tentang informasi haji langsung datang ke Departemen Agama 
Kabupaten Madiun biar lebih jelas....terus ngobrol-ngobrol langsung dengan 
Bapak Muhammad Tafrikhan S.Ag sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji 
dan Umrah (KASI)....dan untuk haji tahun 2008 informasi haji kepada calon 
jama’ah haji sudah cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat....” 
(Wawancara 15 April 2009). 
Berdasarkan uraian diatas dan wawancara baik dari pihak Departemen Agama 
Kabupaten dan calon jama’ah haji dapat diketahuti bahwa secara keseluruhan untuk 
sosialisasi haji tahun 2008 Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun sudah cukup 
baik. Karena masyarakat sudah memberi respon yang baik salah satunya aktif untuk 
bertanya langsung ke Departemen Agama Kabupaten Madiun. Dan pihak Departemen 
Agama Kabupaten Madiun juga berusaha menjawab kepada CJH yang datang langsung. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat 
muslim khususnya peminat ibadah haji sendiri lebih aktif dalam mencari dan 




dari kecamatan maupun mendatangi langsung ke Kantor Departemen Agama untuk 
bertanya mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang 
bersangkutan. 
Selain itu informasi ibadah haji yang didapat oleh masyarakat sebagian berasal 
dari pihak lain yang bukan hasil kegiatan sosialisasi informasi pelayanan yang dilakukan 
oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten madiun. Hal ini dapat dilihat bahwa 
sosialisasi informasi mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diperoleh dari 
para petugas-petugas Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS 
BPIH). Selain itu informasi mengenai pelayanan kesehatan diperoleh dari para dokter 
atau petugas kesehatan di Puskesmas tiap-tiap kecamatan atau Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) di Kabupaten Madiun.  
Hal tersebut diatas menunjukan bahwa Kantor Departemen Agama Kabupaten 
Madiun sebenarnya belum melakukan sosilaisasi secara maksimal, tetapi masyarakat 
sudah aktif sendiri dalam mencari informasi. Tetapi kepala KASI mengatakan bahwa 
sosialisasi haji untuk tahun 2008 sudah cukup baik, hal tersebut merupakan tanggung 
jawab dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan dan 
penyuluhan atau penerangan imformasi ibadah haji kepada para calon jama’ah haji yang 
membutuhkannya. 
 
B. PEMBIMBINGAN MANASIK IBADAH HAJI 
Seluruh calon jama’ah haji dari Kabupaten Madiun yang terdaftar secara resmi di 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun dan telah melunasi Biaya 




pembimbingan manasik ibadah haji tanpa dipungut biaya lagi. Selanjutnya, para calon 
jama’ah haji dari Kabupaten Madiun ini akan di kelompokan oleh petugas Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Madiun ke dalam kelompok pembimbingan. 
Pengelompokan bimbingan ini diatur berdasarkan domisili calon jama’ah haji, keluarga, 
dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Pengelompokan terdiri atas  regu dan 
rombongan yang bertujuan untuk keperluan pembimbingan manasik perjalanan dan 
pelaksanaan ibadah haji. 
Bapak Muhammad Tafrikhan, S.Ag dalam (Wawancara 02 April 2009) 
mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam 
pengelompokan calon jama’ah haji meliputi: 
1) Setiap 11 orang calon jama’ah haji dikelompokan dalam satu regu dan setiap 45 
orang di kelompokan dalam saru rombongan. 
2) Setiap pembimbing ibadah haji akan membimbing satu rombongan (45 orang) 
3) Penetapan atau pengaturan penugasan pembimbing diatur oleh Kepala Seksi 
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kabuptaen Madiun. 
4) Jadwal dan tempat pembimbingan diatur oleh calon jama’ah haji bersama dengan 
pembimbingnya sesuai dengan kesepakatan. 
5) Jama’ah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (kloter) dengan kapasitas 
pesawat antara 325 sampai dengan 455 orang. Didalam kloter tersebut terdapat 
petugas yang menyertai jama’ah haji yang terdiri: 
a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter. 





c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagai petugas pelayann kesehatan 
yang terdiri dari 1 (satu) dokter dan 2 (dua) paramedis. 
d. Ketua Rombongan (Karom). 
e. Ketua Regu (Karu) 
 Selain itu kriteria untuk menjadi Karom dan Karu telah ditentukan sebagai 
berikut: 
a) Laki-laki yang berbadan sehat, diutamakan dapat memimpin dan memahami ilmu 
agama atau manasik ibadah haji. 
b) Dipilih oleh dan dari jama’ah haji itu sendiri 
c) Ketua Regu dan Ketua Rombongan diutamakan yang sudah menunaikan ibadah 
haji. 
  Menurut penjelasan Bapak Muhammad Tafrikhan, S.Ag bahwa secara 
keseluruhan jumlah jama’ah haji Kabupaten Madiun tahun 2007/2008 adalah 251 orang 
yang terdiri dari 24 regu dan terbagi dalam 6 (enam) rombongan. Jama’ah haji Kabupaten 
Madiun tahun 2007/2008 tersebut terbagi dalam satu kloter saja . 
  Pembagian kloter ini berdasarkan undian yang dilakukan oleh Departemen 
Agama kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh perwakilan masing-masing 
kabupaten dan kotamadya diseluruh provinsi Jawa Timur. Pembagian kloter jama’ah haji 
Kabupaten Madiun tahun 2007/2008 terdiri dari kloter 87 yang meliputi  24 regu dan 
terbagi dalam 6 (enam) rombongan dan terdiri dari 251 jama’ah haji yang didampingi 
dari Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter 1 (satu) orang, Tim 
Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) sebagai pembimbing ibadah haji 1 (satu) 




yang terdiri dari 1 (satu) dokter dan 2 (dua) peramedis yang jumlahnya 3 (tiga) orang. Itu 
semua yang mendampingi selama perjalanan di pesawat. Jama’ah haji dari Kabupaten 
Madiun pada kloter 87 di gabung dengan CJH dari Kota Madiun dan Kota Surabaya.  
   Selain memperoleh bimbingan manasik ibadah haji, setiap calon jama’ah haji 
yang terdaftar secara resmi di Kantor Departeman Agama Kabupaten Madiun dan telah 
melunasi BPIH tahun 2007/2008 juga berhak memperoleh Buku Paket Bimbingan Haji 
yang terdiri dari Buku Bimbingan Manasik Haji, Panduan Perjalanan Haji, Tanya Jawab 
Ibadah Haji, serta Do’a dan Dzikir Ibadah Haji. Buku Paket Bimbingan Haji ini diberikan 
oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun agar  para calon jama’ah haji dapat 
memahami dan mempelajari lebih mendalam mengenai pelaksanaan ibadah haji selain 
yang diperoleh dari pembimbingna ibadah haji sehingga ibadah haji yang dilakukan dapat 
berjalan baik, mandiri, tertib, lancar dan memperoleh haji yang mabrur. 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun juga telah menentukan jadwal 
pembimbingan manasik ibadah haji Kabupaten Madiun tahun 2007/2008. Pembimbingan 
manasik haji ini dilaksanakan secara massal dan kelompok. Penentuan jadwal tersebut 
harus diketahui oleh para calon jama’ah haji, tutor/pembimbing manasik ibadah haji, dan 
pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) agar 
memperlancar kegiatan pembimbingan manasik ibadah haji sehingga dapat terlaksana 
dengan baik dan sesuai rencana yang telah ditetapkan. 
 Dalam rangka mencapai kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan pembimbingan 
manasik ibadah haji, maka kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun perlu 





1. Kelengkapan dan Cara Penyampaian  Materi Manasik Ibadah Haji  
Bekal materi yang cukup berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sangat 
dimiliki oleh setiap calon jama’ah haji agar dapat menunaikan ibadah haji yang baik, 
benar, dan kyusuk sesuai tuntutan syariat baik dalam tata cara beribadah maupun doa-
doa yang  harus dibaca selama ibadah haji berlangsung. 
Seluruh materi yang akan disampaikan oleh para tuto/petugas pelaksana 
bimbingan ibadah haji terangkum dalam Buku Paket Bimbingan Haji. Hal ini untuk 
menjamin keselarasan dan kesamaan yang disampaikan dan mencegah terjadinya 
kesalahpahaman dari pengetahuan yang yang berbeda yang muncul diantara para 
calon jama’ah haji. Setiap calon jama’ah haji yang memperoleh Buku Paket 
Bimbingan haji tersebut sehingga mempermudah dalam penyampaian materi ibadah 
haji dan dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanan Ibadah Haji di Tanah 
Suci nantinya. 
Dalam hal ini penyampaian materi bimbingan ibadah haji. Kantor Departemen 
Agama Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan 
manasik ibadah haji. Menurut Bapak Muhammad Tafrikhan S,Ag kepala Seksi 
Penyelenggaraaan Ibadah Haji tahun 2007/2008, kegiatan dilakukan melalui 2 (dua) 
cara bentuk bimbingan yang diberikan kepada calon jama’ah haji, yaitu: 
a) Bentuk bimbingan Massal 
Bentuk bimbingan yang dilakukan secara massal terhadap calon jama’ah haji 





”....bmbingan massal dilaksanakan diaula atau asrama haji Departemen 
Agama Kota Madiun dan bahkan pihak Depag juga menyewakan tempat yang 
sekiranya membuat CJH tidak merasa jenuh....”(Wawancara 02  April 2008). 
Ketentuan bimbingan dilaksanakan minimal 2 X pertemuan yaitu sebelum dan 
sesudah pebimbingan kelompok Bimbingan Massal ini telah dilksanakan oleh Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Madiun selama 4 (empat) kali pertemuan yaitu 
Pembimbingan Massal 1, pembimbingan  Massal 2, pembimbingan masssal 3, dan 
Pembimbingan Massal 4. yang diikuti  oleh seluruh calon jama’ah haji Kabupaten 
Madiun. 
Metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan 
tersebut adalah ceramah dari para tutor dan disertai tanya jawab bagi calon jama’ah 
haji yang belum memahami materi yang telah disampaikan. 
b) Bentuk Bimbingan Kelompok 
Bentuk bimbingan yang dilakukan terhadap calon jama’ah haji dalam bentuk regu 
(setiap regu terdiri dari 11 orang) dan rombongan yang berjumlah 4 (empat) regu. 
Setiap rombongan akan dipandu oleh oleh 1 (satu) Karom dan 2 (dua) tutor/petugas 
pembimbing. Ketentuan bimbingan kelompok ini adalah minimal 10 kali pertemuan. 
Bentuk bimbingan kelompok ini biasanya dilakukan oleh Kelompok Bimbingan 
Ibdah Haji (KBIH) karena pelaksanaanya sesuai dengan Kelompok Bimbingan Ibdah 
Haji (KBIH) tertentu yang diiuti oleh masing-masing para calon jama’ah haji. 
Metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan kelompok 
adalah ceramah dari para tutor dan disertai tanya jawab, peragaan/praktik, pemutaran 




contoh langsung kepada calon jama’ah haji. Apabila terdapat materi yang belum jelas 
maupun kurang dipahami, calon jama’ah haji dapat bertanya langsung kepada petugas 
pembimbingan. Tempat yang digunakan dalam kegiatan pembimbingan ini dapat 
dilaksanakan secara bergiliran sesuai kesepakatan calon jama’ah haji yang tergabung 
dalam kelompok tersebut atau menetap disuatu tempat yang telah disepakati bersama 
antara calon jama’ah haji dan pembimbing. 
Selain 2 (dua) bentuk bimbingan diatas, calon jama’ah haji juga dapat 
melaksanakan pembimbingan secara perorangan dengan pembimbingan yang dipilihnya 
dengan pengaturan waktu dan, tempat, dan biaya menjadi tanggung jawab calon jama’ah 
haji yang bersangkutan. 
Pemantapan bimbingan juga dilakukan kepada para calon jama’ah haji dari 
Kabupaten Madiun pada waktu di Asrama Haji di Kota Madiun. Hal ini dilakukan dalam 
rangka  memantapkan pemahaman terhadap materi yang telah diterima oleh para calon 
jama’ah haji sehingga dapat mencapai kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan ibadah 
haji. 
Selain para calon jama’ah haji, para Karu dan Karom juga mendapat pemantapan 
materi sendiri di Embarkasi agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
Oleh karena itu, Bapak  Muhammad Tafrikhan, S.Ag menuturkan bahwa Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Madiun telah menentukan kriteria seorang pembimbing 




1. Pernah menunaikan ibadah haji 
2. Telah mengikuti pelatihan dan pemantapan materi bagi tutor/pembimbing 
manasik ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen 
Agama Provinsi Jawa Timur. 
3. Memiliki sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan dan pemantapan 
materi bagi tutor/pembimbing manasik ibadah haji yang dikeluarkan oleh Kantor 
Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. 
Seluruh tutor/pembimbing manasik ibadah haji tahun 2007/2008 di Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Madiun harus memenuhi kriteria tersebut diatas. Setiap 
tutor/pembimbing manasik ibadah haji memiliki buku Bimbingan Manasik Haji, Umrah, 
dan Ziarah bagi Petugas Haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik 
Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Buku bimbingan ini 
berbeda dengan buku bimbingan manasik bagi para jamaah haji. Buku ini merupakan 
buku materi pokok dalam pelatihan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan 
menjadi pedoman bagi para petugas, pembimbing, dan penyuluh haji dalam 
menyelesaikan masalah ibadah haji yang timbul dilapangan sesuai dengan pendapat yang 
diyakini oleh para jamaah haji. 
Mengenai kemampuan tutor/pembimbing haji, Ibu Sumiati calon jamaah haji 
tahun 2007/2008), mengatakan sebagai berikut : 
 “...kalau menurut saya cara penyampaian tutor jelas dan mudah dipahami, kalau 
nggak paham, bisa langsung tanya ke pembimbing karena tutor – tutornya sabar 
dan ramah, sangat berpengalaman, jadi saya juga merasa puas dan tidak 




Jadi secara keseluruhan, para tutor/pembimbing ibadah haji tahun 2007/2008 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun dapat dikatakan telah memiliki 
kemampuan yang baik dalam hal penyampaian materi manasik ibadah haji sehingga 
mudah dipahami dan dimengerti oleh para calon jamaah haji. 
2. Ketersediaan dan Kelengkapan Sarana/Alat Praktik Manasik Ibadah Haji. 
Setiap Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota termasuk Kantor Departemen 
Agama Kabupaten Madiun harus memiliki sarana/alat praktik manasik ibadah haji. Hal 
ini sangat penting mengingat kelancaran dan ketertiban pelaksanaan praktik manasik 
ibadah haji salah satunya tergantung dari ketersediaan dan kelengkapan sarana/alat 
praktik ibadah haji yang mendukung kegiatan tersebut. Sarana/alat yang diperlukan 
dalam pelaksanaan praktik manasik haji yang dimiliki oleh Kantor Departemen Agama 
Kabupaten Madiun tetapi Pihak Departemen Agama Kabupaten Madiun musim haji 
tahun 2008 untuk praktek menyewa di Asrama Haji Kota Madiun yang pasti alatnya 
sudah tersedia lebih lengkap dan modern. 
Adapun tempat-tempat yang digunakan oleh Kantor Departemen Agama dalam 
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
a) Asrama Haji Kota Madiun (menyewa) 
b) Sewa tempat-tempat yang sekiranya CJH nyaman dan puas seperti aula atau 
gedung-gedung yang ada di Kabupaten Madiun. 
Penyampaian materi-meteri manasik ibadah haji menggunakan sarana dan 
peralatan sound system dan audio visual seperti televisi, proyektor, OHP, dan VCD 
Player yaitu menampilkan video tentang pelaksanaan perjalanan ibadah haji. Hal ini 




video tersebut secara jelas serta mengetahui keadaan dan lokasi ibadah haji di Arab 
Saudi. Sarana/peralatan yang digunakan dalam pembimbingan manasik ibadah haji 
tersebut telah cukup tersedia dan lengkap yang sangat berguna untuk membantu para 
calon jamaah haji dalam memahami dan mempraktikkan materi yang telah disampaikan 
oleh tutor/petugas pelaksana praktik manasik ibadah haji sehingga pelaksanaan 
pembimbingan dapat berjalan tertib, baik, dan lancar. 
3. Praktik Manasik Ibadah Haji 
Praktik pembimbingan manasik ibadah haji merupakan bentuk pelayanan yang 
diberikan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun kepada para calon jamaah 
haji yang telah terdaftar secara resmi di Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun 
dan telah mambayar lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Kantor Cabang 
Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang telah 
ditentukan. Pelaksanaan praktik manasik ibadah haji dilaksanakan sesuai dengan urutan 
dan tahapan pelaksanaan ibadah haji yang sebenarnya dengan tujuan agar para calon 
jamaah haji lebih mudah memahami proses pelaksanaan ibadah haji dan 
mempraktikkannya. Proses pelaksanaan praktik manasik ibadah haji terdiri dari 2 (dua) 
cara sesuai gelombang dan pembagian kloter para calon ibadah haji Kabupaten Madiun 
tahun 2007/2008. 
Dalam pelaksanaan praktik pembimbingan manasik ibadah haji massal tersebut 
terdapat beberapa hambatan seperti ketidak disiplinan dan tidak patuhnya para calon 
jamaah haji dalam mengikuti pembimbingan jamaah haji tersebut. Namun hal ini dapat 
segera teratasi melalui tindakan tegas yang dilakukan oleh pembimbing/tutor dari Kantor 




mengistirahatkan sejenak calon jamaah yang bersangkutan dalam pembimbingan 
tersebut. Pelaksanaan praktik pembimbingan ibadah haji massal dilakukan oleh Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Madiun yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan 
Pemerintah daerah (Pemda), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Polisi Resort 
(Polres), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesejahteraan Sosial (Kessos) 
Kabupaten Madiun dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di seluruh wilayah 
Kabupaten Madiun yang telah memperoleh izin Kepala Kantor Departemen Agama 
Wilayah Provinsi Jawa Timur. 
Berdasarkan penuturan Bapak Muhammad Tafrikhan, S.Ag (Kepala Seksi 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Ketua Seksi Bimbingan dan Manasik Ibadah Haji 
tahun 2007/2008) dapat diketahui bahwa pelaksanaan praktik manasik ibadah haji juga 
dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang ada di seluruh wilayah 
Kabupaten Madiun yang berjumlah 3 (tiga) kelompok yang masih aktif sampai saat ini 
adalah KBIH Multazam, KBIH Ar Rohman dan KBIH IPHI 
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 
(KBIH) agar memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk 
dapat melaksanakan bimbingan kepada calon jemaah haji sesuai dengan Keputusan 
Presiden Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang 
tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : 
“....Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan 
bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan 




“....Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri....”  
Izin tersebut dapat dicabut apabila masa berlakunya telah habis dan Kelompok 
Ibadah Haji (KBIH) tersebut tidak memperpanjang masa izinnya lagi, melanggar 
kebijaksanaan pemerintah dan perjanjian dengan jama’ah haji, serta mencemarkan nama 
baik agama dan negara. Namun satu hal yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah bahwa materi-materi yang diberikan 
kepada para calon jamaah haji harus berpedoman pada buku Bimbingan Ibadah Haji yang 
diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak 
terjadi berbagai macam pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda dan munculnya 
kesalah pahaman mengenai pelaksanaan ibadah haji di kalangan para calon jamaah haji 
tersebut. 
Berdasarkan penjelasan uraian diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun sudah mampu sepenuhnya secara 
maksimal dan rutin dalam pelaksanaan pembimbingan manasik ibadah haji pada tahun 
2007/2008. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakaan sesuai rencana yang telah ditetapkan 
dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun cukup berperan aktif dalam 
pembimbingan manasik ibadah haji tersebut. Selain itu, pelaksanaan praktik manasik 
ibadah haji massal sudah dilakukan secara rutin dan intensif, yaitu diselenggarakan 16 
(enam belas) kali selama pembimbingan berlangsung dan sudah  mencukupi kebutuhan 
pembimbingan para calon jamaah haji. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan 




praktik latihan manasik ibadah haji adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten 
Madiun. 
Dalam pelaksanaan Pembimbingan yang diselenggarakan oleh Kelompok 
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), para calon jamaah haji dipungut biaya sebesar ketentuan 
yang ditetapkan oleh masing-masing KBIH. Berdasarkan materi yang disampaikan 
maupun kemampuan tutor/pembimbing praktik manasik haji yang dimiliki oleh 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sama seperti yang terdapat di Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Madiun. Hal ini dapat diketahui karena Kelompok 
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) bekerja sama dan berkoordinasi dengan Petugas Haji dari 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun sebagai pengawas dan tutor/pembimbing, 
sehingga para calon jamaah haji yang mengikuti pembimbingan di Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIH) tidak perlu merasa khawatir dan cemas dengan materi-materi yang 
mereka terima dan kemampuan yang dimiliki oleh para tutor/pembimbing dalam 
pelaksanaan praktik manasik ibadah haji tersebut. 
Selain itu, meskipun sarana/alat praktik manasik ibadah haji yang dimiliki oleh 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) masih belum memadai dan mencukupi, 
bahkan sering meminjam dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun, namun 
pembimbingan manasik haji diselenggarakan lebih rutin dan intensif oleh Kelompok 
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembimbingan 
para calon jamaah haji.  
Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembimbingan manasik 
ibadah haji sudah menjadi tangggung jawab dan kewajiban Kantor Departemen Agama 




belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan ada beberapa CJH yang masih mengikuti 
penyelenggaraannya dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang ada di tiap 
Kecamatan di seluruh Kabupaten Madiun. 
C. KOORDINASI DARI DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN 
DENGAN LEMBAGA LAIN DAN INSTANSI NON PEMERINTAH.  
Departemen Agama memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan 
mengenai ibadah haji kepada masyarakat. Untuk memperlancar dan mempermudah 
pemberian pelayanan tersebut, Departemen Agama Kabupaten Madiun mengadakan 
koordinasi dengan organisasi/lembaga maupun instansi yang memiliki hubungan dengan 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama. 
Dalam rangka pelaksanaan koordinasi tersebut, departemen agama mengadakan 
pertemuan-pertemuan. Pertemuan itu dimaksudkan untuk memadukan kegiatan yang 
akan dilaksanakan baik oleh departemen agama maupun lembaga atau instansi lain agar 
selaras serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada  jama’ah calon haji 
khususnya untuk musim haji tahun 2008. dalam kesempatan tersebut. Setiap lembaga 
atau instansi/lembaga dapat mengemukakan usulan maupun kendala yang sedang 
dihadapi khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji yang nantinya dapat dibahas dan 
diselesaikan bersama-sama : 
a. Adanya Pertemuan dengan Pihak Bank 
Pertemuan antara Departemen Agama dengan pihak Bank, dalam pertemuan 
tersebut akan diberikan penjelasan tentang jadwal pendaftaran serta jumlah minimal dari 
tabungan haji. Hal ini sangat penting mengingat jadwal ibadah haji setiap tahun berubah, 




Bank memiliki peranan yang penting bagi calon jamaah haji terutama dalam 
melayani pembayaran BPIH. Pelaksanaan dari peranan tersebut harus sejalan dengan 
kegiatan yang dilaksanakan Departemen Agama khususnya dalam penyelenggaraan 
ibadah haji. Bank-bank yang melayani setoran pembayaran tersebut yaitu BRI, BNI, 
BTN, MANDIRI, BANK JATIM, dan MUAMALAT. 
Jamaah calon haji dapat melakukan sistem pembayaran BPIH dengan sistem 
tabungan. Calon jamaah haji dapat mengangsur biaya ibadah haji dengan cara membuka 
tabungan haji sebesar seratus ribu rupiah, dan menyetor jumlah minimal tertentu 
kemudian dapat melunasinya setelah mendapat nomor porsi keberangkatan dari 
Departemen Agama. 
Berdasarkan surat tanda bukti penyetoran BPIH disalah satu bank tersebut, calon 
jamaah haji dapat mendaftarkan haji ke Kantor urusan haji Departeman Agama 
Kabupaten Madiun sehingga secara resmi tercatat sebagai jamaah calon haji pada musim 
2007/2008. 
b. Adanya pertemuan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH). 
Pertemuan dengan KBIH dilaksanakan secara bersama-sama dengan pihak bank. 
Dalam pertemuan tersebut, pihak KBIH diberikan penjelasan menganai jadwal 
penyelenggaraan ibadah haji, baik jadwal pembayaran BPIH, pembimbingan ibadah haji, 
pemeriksaan kesehatan, serta pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji. 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan lembaga swasta yang 
memiliki izin resmi dari pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan 
ibadah haji. KBIH di Kabupaten Madiun ikut berperan dalam penyelenggaraan ibadah 




Keberadaan KBIH-KBIH tersebut, selain membantu pemerintah dalam 
menyelenggarakan ibadah haji, juga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada 
calon jamaah haji. Selain itu, kegiatan dari lembaga ini diatur oleh pemerintah memalui 
keppres No 13 tahun 2008 pasal 30 ayat (2) tentang penyelenggaraan ibadah haji, yaitu : 
“....Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri....”  
Jadi keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh KBIH telah dilindungi dan 
dijamin oleh Undang-Undang. Namun kegiatan tersebut harus sesuai dengan keputusan 
yang dibuat oleh pemerintah melalui Keppres. 
Pada prinsipnya, Departemen Agama memiliki kewajiban untuk 
menyelenggarakan bimbingan manasik haji, namun pihak KBIH juga memiliki hak untuk 
menyelenggarakan bimbingan kepada calon jamaah haji. Calon jamaah haji memiliki hak 
untuk mengikuti pembimbingan yang dilakukan oleh Depag dan juga memiliki kebebasan 
mengikuti pembimbingan yang diadakan oleh KBIH. Jika ada jamaah yang menghendaki 
mengikuti bimbingan manasik haji yang diadakan oleh KBIH, pihak Depag tidak 
melarangnya tetapi calon jamaah haji mengakui untuk musim haji tahun 2008 pihak 
Depag sudah melakukan kewajibannya dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Ibu 
Sumiati, yaitu : 
“....Depag sudah melakukan kewajibannya dalam bimbingan manasik haji hampir 
99% sama dengan di Arab Saudi...” (Wawancara 3 Mei 2009). 
KBIH harus memiliki izin dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 
Jawa Timur sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembimbingan ibadah haji di seluruh 




c. Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah  
Instansi ini memiliki peran yang penting dan sangat dibutuhkan oleh calon jamaah 
haji terutama pada saat pemeriksaan kesehatan. Calon jamaah haji dapat melaksanakan 
ibadah haji apabila telah dinyatakan sehat oleh instansi tersebut. Selain itu, instansi ini 
memiliki kewenangan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan 
kepada calon jama’ah haji yang akan menunaikan ibadah tersebut serta cara-cara yang 
harus dilakukan untuk merawat dan menjaga kesehatan pribadi selama ibadah tersebut 
berlangsung. Informasi tersebut antara lain tentang haji wanita, kesehatan secara umum, 
cara menghadapi cuaca, cara mengatur pola makan di tanah suci, serta acara 
mempetahankan diri dari cuaca panas. 
Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan haji tahap pertama, sedangkan 
Rumah Sakit Umum Daerah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, dengan 
memberikan suntikan miningitis, yaitu suntikan untuk pencegah flu serta memberikan 
materi tentang kesehatan haji atas permintaan Departemen Agama yang disampaikan 
pada saat pembimbingan ibadah haji berlangsung. 
Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji 
tersebut. Pelaksanaan haji membutuhkan fisik yang kuat serta sehat agar para jamaah haji 
dapat menyelesaikan ibadah haji dengan baik dan lancar. Selain itu, adaptasi terhadap 
lingkungan, menjaga kesehatan tubuh, serta tidak melakukan kegiatan yang 
menghabiskan banyak tenaga menjadi sangat penting karena kondisi di Mekah dan 
Madinah sangat berbeda dengan Indonesia. 
Dalam mempersiapkan kesehatan fisik, calon jamaah haji harus melakukan 




serta bagi yang menderita penyakit tertentu harus berkonsultasi dengan dokter secara 
intensif sehingga dalam pelaksanaan haji nanti jamaah haji dapat melaksanakannya tanpa 

















Berdasarkan penyajian dan pembahasan data, maka dalam bab terakhir ini dapat 
ditarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut : 
1. Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Departemen 
Agama kabupaten Madiun telah terlaksana dengan relatife baik. Hal ini dapat 
dilihat dari kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji yang telah dilaksanakan baik 
secara formal maupun informal, namun ada hal yang perlu dilakukan oleh 
Departemen Agama yaitu menjalin kerja sama dengan media local  di Kabupaten 
Madiun seperti Radio dan Radar Madiun. Adanya biaya tambahan dalam 
pemeriksaan kesehatan merupakan kebutuhan dari masing-masing jama’ah calon 
haji dan antara jama’ah yang satu dengan yang lain berbeda. Dalam pelaksanaan 
pendaftaran ibadah haji, jama’ah haji harus beberapa kali datang ke Kantor 
Urusan Haji untuk menyelesaikan urusan tersebut. Dalam hal pembimbingan 
ibadah haji, jama’ah calon haji memiliki kesempatan untuk mengikuti 
pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang mengikuti 
KBIH. 
2. Dalam pembimbingan manasik haji, pemerintah telah melaksanakanya melalui 
pemberian materi mengenai manasik haji serta melaksanakan latihan/praktek 
manasik haji. Dalam hal ini pemberian materi mengenai manasik haji, materi-
materi tersebut telah disampaikan sesuai dengan buku panduan ibadah haji, 




tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta informasi tentang perjalanan 
ibadah haji. Materi-materi tersebut disampaikan secara beregu untuk 
mempermudah para tutor. 
3. Materi tersebut telah disampaikan oleh tutor yang memiliki kemampuan 
dibidangnya, seperti materi kesehatan disampaikan oleh dokter, materi tentang 
tata cara pelaksanaan haji disampaikan oleh ulama, serta materi tentang kebijakan 
pemerintah disampaikan oleh petugas pemerintah. Selain itu, petugas / tutor 
tersebut telah menunaikan ibadah haji dan mengikuti pelatihan dan pemantapan 
materi bagi tutor dan pelatih yang diselenggarakan oleh Kanwil Departemen 
Agama Privinsi Jawa timur, sehingga para tutor tersebut mampu menyampaikan 
materi dengan baik. 
4. Latihan/praktek manasik haji di Kabupaten Madiun telah dilaksanakan di Asrama 
Haji Kota Madiun. Dalam pelaksanaan pembimbingan tersebut digunakan 
sarana/peralatan seperti sound system, audio visual, buku-buku panduan ibadah 
haji, serta alat peraga yang digunakan dalam praktek manasik haji. Sarana 
tersebut telah mencukupi dan memadai sehingga cukup membantu jama’ah haji 
dalam memahami materi yang disampaikan. 
5. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, Departemen Agama Kabupaten 
Madiun telah mengadakan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait, 
seperti Bank dalam hal pelayanan pembayaran BPIH, KBIH dalam hal 
pembimbingan manasik haji, serta Puskesmas dan RSUD Panti Waluyo dalam hal 







Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran-saran bagi Kantor 
Departemen Agama Kabupaten Madiun sebagai berikut : 
1. Dalam mensosialisasikan informasi tentang pelaksanaan ibadah haji perlu 
menjalin kerjasama dengan media local yang ada di Kabupaten Madiun seperti 
Radio DCS, RRI, Moderato dan Radar Madiun, dalam artian media yang diajak 
kerjasama oleh Departemen Agama Kabupaten Madiun memberi waktu khusus 
untuk menyiarkan pelaksanaan haji seperti siaran pelaksanaan haji pada jam 
empat sore, karena pada jam tersbut waktu santai keluarga, sedangkan untun 
Radar ada kolom khusus pengumuman pelaksanaan haji, sedangkan untuk Radar 
khusus hari jum’at di siapkan kolom untuk pengumuman pelaksanaan haji. Hal ini 
dimaksudkan agar informasi terbaru dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat 
diterima oleh masyarakat secara cepat dan lebih luas jangkauannya. 
2. Memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji, seperti memberikan informasi 
mengenai perkembangan kuota haji serta memberikan penjelasan yang lengkap 
mengenai pesyaratan dalam pendaftaran haji. 
3. Meskipun pelaksanaan praktek manasik haji dapat terlaksana dengan baik, penulis 
menyarankan itu tidak hanya untuk musim haji tahun 2008 saja. Tapi untuk 
tahun-tahun kedepan bisa makin membaik dan tetap di Asrama Haji Kota madiun. 





4. Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun khususnya bagian urusan haji dan 
umrah, sekiranya mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk 
pembangunan Asrama Haji Kabupaten. Selain karena Departemen Agama Kota 
sudah mempunyai Asrama Haji, alasan lain untuk menghemat biaya operasional 
serta mempermudah calon jama’ah haji dalam melaksanakan bimbingan haji atau 
pun manasik haji. 
5. Departemen Agama saat ini telah menjadi sorotan khalayak masyarakt khususnya 
mengenai kasus korupsi yang terjadi secara besar-besaran. Oleh karena itu, 
Departemen Agama khususnya Kabupaten Madiun perlu mengupayakan 
pembuatan kebijakan yang melarang adanya pungutan-pungutan liar atau 
pembiayaan diluar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah 
ditentukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tindak 
korupai. 
Saran-saran tersebut tidak untuk menilai maupun mengkritik pelaksanaan 
penyelenggaraan ibadah haji yang telah dilakukan oleh Kantor Departemen Agama 
Kabupaten Madiun. Tetapi saran-saran yang diberikan oleh peneliti, hendaknya dapat 
ditanggapi secara positif dan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi kinerja 
Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan ibadah haji 
selama ini sehingga dimasa yang akan datang tidak terjadi kesalahan yang sama dan 
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